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Kolaborasi Kesbangpol merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, khususnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menyoroti strategi kolaborasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Jakarta Utara dalam menghadapi konflik sosial yang kerap muncul, serta mengevaluasi mengapa tingkat penyelesaian konflik di wilayah ini tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain di DKI Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kolaborasi yang dilaksanakan oleh Kesbangpol, serta mengidentifikasi factor faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik di Jakarta Utara.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori Collaborative Governance dari Kirk Emerson digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami dinamika kerja sama antarpihak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi yang dilakukan Kesbangpol Jakarta Utara bersama FKDM telah dilaksanakan melalui forum koordinasi, pemantauan wilayah, serta pelibatan masyarakat dalam deteksi dini konflik. Namun, kolaborasi tersebut masih belum berjalan optimal akibat sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kepercayaan publik, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Rendahnya efektivitas penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara dibandingkan wilayah lain disebabkan oleh hambatan institusional, faktor sosial, serta minimnya pelibatan aktor non pemerintah secara aktif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta dukungan kebijakan yang lebih konkret diperlukan untuk menciptakan mekanisme kolaborasi yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Kolaborasi, Kesbangpol, FKDM, Konflik Sosial, Jakarta Utara
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Kesbangpol collaboration is a form of cooperation between the local government and various parties, especially the Community Early Vigilance Forum (FKDM), in resolving social conflicts that occur in the community. This research highlights the collaboration strategy carried out by Kesbangpol North Jakarta in dealing with social conflicts that often arise, and evaluates why the level of conflict resolution in this region is relatively low compared to other regions in DKI Jakarta. Therefore, this research aims to find out how the collaboration practices carried out by Kesbangpol, as well as identify factors that affect conflict resolution in North Jakarta.
This research uses a qualitative method with a case study approach. Data is analyzed through a process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Kirk Emerson's Collaborative Governance theory was used as an analytical knife in understanding the dynamics of cooperation between parties. 
The results showed that the collaboration practices carried out by North Jakarta Kesbangpol with FKDM have been implemented through coordination forums, regional monitoring, and community involvement in early conflict detection. However, the collaboration is still not running optimally due to a number of obstacles, such as budget constraints, low public trust, weak inter-agency coordination, and lack of human resource capacity. The low effectiveness of social conflict resolution in North Jakarta compared to other regions is due to institutional barriers, social factors, and the lack of active involvement of non-government actors. Therefore, strengthening institutional capacity, improving cross-sectoral synergies, and more concrete policy support are needed to create a more responsive and sustainable collaboration mechanism.
Keywords: Collaboration, Kesbangpol, FKDM, Social Conflict, North Jakarta
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A. [bookmark: _Hlk185179466][bookmark: _Toc200540675][bookmark: _Toc200574116][bookmark: _Toc202219451]Latar Belakang
[bookmark: _Hlk185178556]Konflik menurut Soerjono Soekanto adalah suatu proses sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok manusia berupaya mencapai tujuan mereka dengan cara menentang pihak lain, yang seringkali disertai dengan ancaman atau penggunaan kekerasan (Mustamin, 2016). Dengan demikian, dalam konflik sosial, yang terjadi bukan sekadar perselisihan individu dengan identitas masing-masing, melainkan antara individu yang mewakili identitas kelompok mereka (Suparlan, 2006). Maka dari itu, konflik sosial menjadi kan tugas peran pemerintah untuk memberikan kepercayaan terhadap publik atau masyarakat.
Persoalan konflik sosial  yang berkaitan dengan kepentingan publik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam merespon isu publik. Kemampuan pemerintah untuk menangani masalah publik sangat penting karena menjadi ukuran kredibilitasnya dalam mengelola konflik yang terjadi secara berkelanjutan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah suatu Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kesatuan bangsa dan politik di Indonesia. Lembaga ini berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, ideologi Pancasila, dan kehidupan politik dalam negeri (Togatorop, 2023).
Penelitian sebelumnya mengenai konflik sosial, Kesbangpol, dan FKDM telah dilakukan oleh beberapa peneliti, termasuk, Agustina dan Mulyadi (2020) dan Ginting (2023). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Agustina & Mulyadi, 2020) Menjelaskan bahwa FKDM memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Siskamling. FKDM juga menyampaikan informasi tentang potensi gangguan keamanan seperti tawuran dan pencurian, serta situasi darurat seperti banjir. Dengan demikian, FKDM berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat keamanan.Penelitian ini menyoroti langkah-langkah Penyelesaian konflik sosial yang dilakukan FKDM, termasuk integrasi sistem peringatan dini dan dialog persuasif oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Selain itu, pendanaan untuk Penyelesaian konflik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah juga berkontribusi pada ketahanan komunitas.
Penyelesaian konflik sosial di masyarakat tetap menjadi isu yang sangat penting dan mendesak, baik bagi Kesbangpol maupun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai tujuan utama mereka. Urgensi ini tercermin dalam upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Dalam konteks ini, dukungan dari Kesbangpol dalam hal sumber daya, pelatihan, dan anggaran sangat krusial untuk meningkatkan kapasitas FKDM dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sinergi antara kedua lembaga ini tidak hanya bertujuan untuk menangani konflik secara reaktif, tetapi juga untuk membangun ketahanan sosial yang lebih baik di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Memiliki banyak organisasi masyarakat dan LSM, namun penelitian ini berfokus pada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Jakarta Utara. FKDM adalah platform yang dibentuk untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga kewaspadaan dini terhadap berbagai ancaman, termasuk konflik sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman. FKDM beroperasi di berbagai tingkat, mulai dari provinsi hingga kelurahan, dan pembentukannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019. Diharapkan melalui FKDM, masyarakat dapat lebih aktif berkontribusi terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan mereka. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk membangun budaya kewaspadaan yang efektif, sehingga ancaman dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kewaspadaan dini untuk mencegah konflik sosial dengan penegakan hukum yang tepat, mengingat tantangan keamanan yang dihadapi DKI Jakarta, seperti tawuran yang sering terjadi. Oleh karena itu, FKDM dibentuk untuk menangani isu-isu tersebut (Gustina dkk., t.t.). 
Kota Jakarta Utara adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan beragam latar belakang sosial serta budaya. Ketimpangan sosial, perbedaan suku dan agama, serta masalah ekonomi sering menjadi pemicu ketegangan di masyarakat. data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jakarta Utara pada tahun 2023 mencapai 1,8 juta jiwa, meningkat dari 1,79 juta jiwa pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan migrasi. Rasio jenis kelamin di kota ini hampir seimbang, dengan rasio 101,63, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk alami terkendali. Sebagai wilayah dengan keragaman suku, agama, dan budaya, Jakarta Utara berpotensi mengalami konflik yang beragam (DKI, 2024). Berdasarkan jumlah penduduk yang berada di Kota Administrasi Jakarta Utara menempati posisi ke empat di wilayah DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, termasuk perbedaan suku, agama, bahasa, kepribadian, perilaku, dan pola pikir, ada kemungkinan bahwa konflik dapat muncul dengan berbagai hal. Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Ini adalah hal yang wajar, di mana setiap individu pasti pernah mengalami situasi semacam itu. Bahkan dalam keadaan yang tampak damai, masih ada potensi untuk terjadinya konflik atau konflik yang bersifat tersembunyi (Hakim & Dewanti, 2020).
[image: ]
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Sumber: Data Polda Metro Jaya DKI Jakarta tahun 2023
Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan data jumlah kejahatan dan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan di berbagai wilayah DKI Jakarta. Jakarta Utara mencatat total 1.467 kasus kejahatan, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta Barat (1.056 kasus), tetapi lebih rendah daripada Jakarta Pusat (1.711 kasus), Jakarta Timur (5.602 kasus), dan Jakarta Selatan (9.083 kasus). Dari segi penyelesaian kasus, Jakarta Utara hanya berhasil menyelesaikan 479 kasus, yang merupakan angka lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain seperti Jakarta Selatan (4.989 kasus) dan Jakarta Timur (3.206 kasus). Bahkan jika dibandingkan dengan Jakarta Pusat yang memiliki jumlah kejahatan lebih tinggi, penyelesaian kasus di Jakarta Utara masih lebih sedikit (Jakarta Pusat menyelesaikan 1.080 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyelesaian kejahatan di Jakarta Utara masih lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah lain di Jakarta. Dibalik rendahnya angka penyelesaian kasus di Jakarta Utara, terdapat beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap situasi ini. Rendahnya penyelesaian kasus ini dapat menyebabkan konflik. Problem penyelesaian konflik bisa disebabkan, kurangnya koordinasi, minimnya keterlibatan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, mengatasi rendahnya penyelesaian kasus kejahatan memerlukan pendekatan yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan kolaborasi. Kolaborasi ini melibatkan sinergi antara Kesbangpol, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan elemen masyarakat sipil lainnya. Sehingga peningkatan penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
Identifikasi Kesbangpol Jakarta Utara, data yang didapatkan bahwa wilayah Jakarta Utara memiliki kerawanan konflik yang signifikan, tercermin dari tingginya potensi konflik antar masyarakat, kampung, dan kelompok remaja yang teridentifikasi pada tahun 2024, dengan sekitar 20 kasus tercatat. Oleh karena itu, permasalahan ini membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi ini melibatkan Kesbangpol, FKDM, dan elemen masyarakat sipil lainnya, untuk meningkatkan penyelesaian konflik, memulihkan kepercayaan masyarakat. Kemudian, hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya kolaborasi penyelesaian konflik dapat diimplementasikan secara efektif di Jakarta Utara. 
Penelitian ini menyoroti urgensi kolaborasi penyelesaian konflik oleh Kesbangpol Jakarta Utara, mengingat tingginya potensi konflik antar masyarakat yang teridentifikasi. Dengan menganalisis implementasi kolaborasi ini, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, serta mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas penyelesaian konflik dibandingkan wilayah lain. Temuan ini akan berkontribusi pada validasi teori collaborative governance, khususnya dalam konteks penanganan konflik sosial di perkotaan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
B. [bookmark: _Toc200540676][bookmark: _Toc200574117][bookmark: _Toc202219452]Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktek kolaborasi penyelesaian konflik yang dilakukan Kesbangpol Jakarta Utara?
2. Mengapa penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara lebih rendah dari pada wilayah lain?
C. [bookmark: _Toc200540677][bookmark: _Toc200574118][bookmark: _Toc202219453]Tujuan Penelitian
1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis secara rinci praktik kolaborasi yang dilakukan Kesbangpol Jakarta Utara dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk aktor yang terlibat, mekanisme yang digunakan, serta efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan praktik kolaborasi penyelesaian konflik di Jakarta Utara.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada rendahnya tingkat penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara dibandingkan dengan wilayah lain, termasuk aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan.
D. [bookmark: _Toc200540678][bookmark: _Toc200574119][bookmark: _Toc202219454]Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut.: 
1. Manfaat Teoritis
Penelitian bermanfaat untuk memperkaya literatur tentang kolaborasi dalam penyelesaian konflik sosial, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah seperti Kesbangpol Jakarta Utara, dengan memberikan wawasan baru tentang mekanisme, strategi efektif, dan dinamika aktor yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori penyelesaian konflik dan kebijakan publik dengan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat penyelesaian konflik di Jakarta Utara, serta menawarkan perspektif luas tentang tantangan manajemen konflik perkotaan.
2. Manfaat Praktis
a) Bagi Peneliti
Penelitian memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang dinamika kolaborasi dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal, serta mengasah kemampuan dalam melakukan penelitian lapangan, analisis data kualitatif, dan perumusan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi modal untuk mengembangkan karir akademik atau profesional di bidang resolusi konflik dan pemerintahan.
b) Bagi ilmu Pengetahuan
Penelitian ini menambahkan pengetahuan soal cara menyelesaikan konflik dan pemerintahan, khususnya dengan ngasih contoh nyata dari Indonesia. Hasilnya bisa bikin teori-teori yang ada jadi lebih lengkap dan jadi dasar buat penelitian-penelitian selanjutnya.
E. [bookmark: _Toc200540679][bookmark: _Toc200574120][bookmark: _Toc202219455]Kajian Pustaka
Penelitian ini berfokus pada kinerja organisasi perangkat daerah, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dalam melaksanakan upaya Penyelesaian konflik sosial. Peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, yang memberikan wawasan awal terkait strategi, tantangan, dan keberhasilan Kesbangpol dalam mencegah konflik sosial di berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, peneliti melakukan kajian pustaka yang mendalam guna memahami berbagai teori, pendekatan, serta praktik terbaik yang relevan dengan kinerja Kesbangpol, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi bidang studi terkait.
a. Kesbangpol dan FKDM dalam Penyelesaian Konflik Sosial
Pertama, penelitian terdahulu mengenai Peran Kesbangpol dan FKDM dalam Mencegah Konflik Sosial sudah di teliti oleh beberapa peneliti dah ahli diantaranya, (Agustina & Mulyadi, 2020) penelitian ini mengkaji peran Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mengurangi konflik sosial dengan berbagai strategi. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan pemberdayaan ekonomi, pemantauan wilayah secara berkala dengan sistem pelaporan harian, serta pelibatan masyarakat di tingkat RT untuk memberikan respons cepat terhadap potensi konflik. Meskipun demikian, FKDM menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kemampuan Kesbangpol dalam mengambil keputusan cepat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, permasalahan di wilayah padat penduduk yang rawan narkoba, pendekatan Penyelesaian konflik yang kurang menyentuh akar permasalahan, serta koordinasi yang belum optimal antarunit kerja. Kendala-kendala ini menghambat upaya Penyelesaian konflik sosial secara menyeluruh di DKI Jakarta.
Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Penyelesaian konflik dan kewaspadaan nasional Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Badan Kesbangpol Jawa Tengah memiliki peranan strategis dalam menangani konflik serta meningkatkan kewaspadaan nasional. Peran ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, seminar, dan forum diskusi, termasuk pembentukan Tim Penyelesaian Konflik Sosial, pemberdayaan masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik, serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kualifikasi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan yang belum optimal, serta ketidak jelasan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun demikian, dukungan berupa pendanaan dari APBD, fasilitas yang memadai, serta kerja sama dengan instansi terkait menjadi faktor pendukung yang signifikan. Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah terus berusaha mengatasi tantangan yang ada dengan melibatkan masyarakat dan memperkuat kapasitas institusi untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan menangani konflik sosial secara efektif.
Ketiga, penelitian terdahulu dilakukan oleh (Setyawan dkk., 2020) pada judul Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali Dalam Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Boyolali yang berfokus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali mengkaji tentang Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memberdayakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui studi kasus di Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, penelitian ini menemukan bahwa FKDM, yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, memiliki fungsi utama mendeteksi dini potensi ancaman dan menjaga ketertiban masyarakat dari tingkat provinsi hingga desa. FKDM juga berperan sebagai forum identifikasi ancaman, dengan tuntutan agar anggotanya memiliki kemampuan intelijen yang memadai terkait dinamika situasi nasional. Hasil penelitian merekomendasikan perlunya kolaborasi yang lebih intensif antara FKDM dan pemerintah, serta pengembangan kapasitas anggota FKDM agar lebih siap dalam mengantisipasi dan menangani potensi ancaman secara proaktif. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kebijakan keamanan serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Boyolali.
Keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Manuhutu, 2024) dalam judul Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politikdengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Kota Ambon Provinsi Maluku. Mengkaji tentang tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Ambon menunjukkan bahwa pelaksanaan kewaspadaan dini masih belum maksimal. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi kerjasama antara Badan Kesbangpol dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara kedua pihak belum berjalan secara optimal. Meskipun Kesbangpol telah memiliki agen yang ditugaskan untuk mengumpulkan informasi, fungsi Satlinmas dalam kewaspadaan dini masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, FKDM baru dibentuk di tingkat kota dan belum mencakup tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. FKDM sendiri baru resmi didirikan pada tahun 2023, sehingga pertemuan langsung antara Kesbangpol dan FKDM baru terjadi satu kali dan belum menghasilkan rekomendasi kebijakan. Dibutuhkan upaya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara semua pihak terkait agar kewaspadaan dini di Kota Ambon dapat lebih efektif.
Kelima, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri, 2024) Dengan judul Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelesaian Dan Penyelesaian Konflik Aksi Demonstrasi Di Kota Palembang. penelitian ini mengulas langkah-langkah yang diambil oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penyelesaian Konflik di Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi konflik selama aksi demonstrasi di Kota Palembang. Strategi yang diterapkan meliputi pembentukan tim gabungan untuk Penyelesaian konflik, tim pengawasan orang asing, dan tim khusus untuk demonstrasi, yang semuanya dibentuk melalui surat keputusan gubernur. Selain itu, Kesbangpol juga mengadakan rapat koordinasi dengan FKDM dan Kominda, melakukan pemantauan di lapangan, mengumpulkan data, dan menyusun laporan. Meskipun strategi ini telah dilaksanakan, efektivitasnya masih tergolong rendah, karena aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Palembang sepanjang tahun 2019 hingga 2022 sering kali berujung pada kericuhan.
b. Peran Kesbangpol dalam Penyelesaian konflik Sosial 
Penelitian ini yang diteliti oleh (Rafi dkk., 2024) mengacu pada konsep strategi yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1980), yang menekankan tiga aspek utama dalam Penyelesaian radikalisme dan terorisme, yaitu penentuan tujuan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan (operasionalisasi). Penentuan tujuan bertujuan untuk menetapkan sasaran dalam mencegah penyebaran paham radikal. Perumusan kebijakan dilakukan sebagai alat pendukung dalam penerapan strategi yang telah dirancang. Sementara itu, pelaksanaan strategi dilakukan melalui implementasi kebijakan dan program yang telah dirancang oleh institusi terkait Radikalisme sendiri berasal dari kata radix yang berarti akar, yang merujuk pada perubahan mendasar terhadap sistem yang ada. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme dan terorisme meliputi intoleransi, fanatisme, eksklusivitas, tekanan sosial-politik, serta pemahaman agama yang bersifat kaku dan tekstual. Selain itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang tidak seimbang, ideologi anti-Barat, serta pengaruh jaringan transnasional juga turut mendorong penyebaran paham radikal. Dalam upaya Penyelesaian, Kesbangpol berperan sebagai koordinator yang bekerja sama dengan FKPT dan BNPT. Peran mereka mencakup sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap narapidana terorisme, serta implementasi program deradikalisasi. Program ini mencakup identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, reintegrasi, serta pembinaan wawasan kebangsaan dan kewirausahaan bagi mantan narapidana teroris. Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, forum diskusi, dan pemanfaatan teknologi digital guna memperluas jangkauan informasi. Di era digital, teknologi juga menjadi sarana bagi kelompok radikal dalam menyebarkan propaganda, merekrut anggota, dan melakukan pelatihan daring. Oleh karena itu, BNPT dan FKPT memanfaatkan teknologi untuk melawan propaganda tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, pendekatan strategis yang dilakukan oleh Kesbangpol, FKPT, dan BNPT bertujuan untuk menekan penyebaran paham radikal dan menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Selatan.
Penelitian ini yang diteliti oleh (Samudro dkk., t.t.) membahas sistem deteksi dini dalam Penyelesaian konflik sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi, yang dapat memicu potensi konflik sosial akibat perbedaan agama, suku, ideologi, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, strategi Penyelesaian melalui sistem peringatan dini sangat diperlukan untuk mengelola konflik sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis konsep sistem peringatan dini yang telah diterapkan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Salah satu metode yang digunakan dalam Penyelesaian konflik di DIY adalah CEWERS (Conflict Early Warning Early Response System), yang berfungsi untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons potensi konflik sebelum terjadi eskalasi. Pemerintah DIY juga membentuk Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) sebagai forum koordinasi unsur intelijen daerah dalam mengelola potensi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan risiko dan pelatihan fasilitator CEWERS sangat penting dalam meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Gubernur DIY Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penyelesaian konflik sosial, serta membentuk program Jaga Warga untuk memperkuat ketahanan sosial di tingkat masyarakat.
Penelitian ini diteliti oleh (Frendik. dkk, 2023) membahas peranan pemerintah dalam Penyelesaian dan penanggulangan konflik antar kampung di Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow. Konflik yang terjadi di daerah ini sering kali bermula dari kesalahpahaman kecil yang berkembang menjadi perselisihan besar akibat dendam lama antar desa. Pemerintah daerah bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kepolisian, serta aparat desa berperan dalam mengatasi konflik dengan berbagai strategi, seperti deklarasi perdamaian, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengamanan di perbatasan desa. Salah satu langkah penting yang diambil adalah menangkap pelaku utama yang memicu konflik untuk menghindari provokasi lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan berhasil meredam konflik, meskipun tantangan tetap ada, seperti kurangnya partisipasi anak muda dalam proses perdamaian dan rendahnya efektivitas sosialisasi akibat ketidakhadiran pihak yang sering terlibat konflik.
Penelitian ini diteliti oleh (Fahmi dkk., 2022) membahas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menangani potensi konflik di Provinsi Riau. Konflik sosial di wilayah ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti sengketa lahan, batas wilayah, serta perbedaan sosial dan budaya. Untuk menangani hal tersebut, Bakesbangpol menjalankan program berbasis koordinasi, sosialisasi, dan edukasi dengan membentuk Tim Penanggulangan Konflik Sosial di setiap kabupaten/kota. Bakesbangpol juga membangun Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Forum Kebangsaan untuk memfasilitasi resolusi konflik. Pendekatan yang digunakan mencakup mediasi, konsiliasi, serta pengawasan terhadap potensi konflik melalui pemetaan wilayah rawan konflik. Bakesbangpol Provinsi Riau berperan aktif dalam Penyelesaian dan penyelesaian konflik dengan pendekatan berbasis koordinasi dan edukasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta kurangnya literasi masyarakat terhadap konflik masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas, peningkatan anggaran, serta sosialisasi yang lebih intensif agar Penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif.
Penelitian ini diteliti oleh membahas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Minahasa Selatan. Penyelesaian konflik dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, deteksi dini, dan kerja sama dengan aparat keamanan serta pemerintah desa/kelurahan. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran Kesbangpol dalam Penyelesaian konflik. Kesbangpol Kabupaten Minahasa Selatan telah berupaya mencegah konflik sosial, tetapi masih perlu peningkatan dalam hal sosialisasi, responsivitas, dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya sosialisasi lebih luas, peningkatan koordinasi dengan tokoh masyarakat, serta penguatan kapasitas internal organisasi agar lebih sigap dalam menangani potensi konflik.
Penelitian ini diteliti oleh (Setyanusa dkk., 2024) membahas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menangani konflik sosial di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol memiliki peran penting dalam Penyelesaian dan Penyelesaian konflik sosial melalui berbagai program, seperti mediasi, komunikasi lintas sektoral, dan koordinasi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemetaan potensi konflik yang diperbarui secara berkala, ketiadaan rencana aksi daerah yang jelas, serta kurang optimalnya sumber daya manusia yang menangani konflik. Di sisi lain, faktor pendukungnya meliputi kemampuan pengelolaan anggaran yang cukup baik dan kondisi sosial masyarakat yang religius-nasionalis, yang cenderung menginginkan ketenangan dan perdamaian. Bakesbangpol Kota Blitar telah berupaya menangani konflik sosial dengan berbagai strategi, termasuk deteksi dini dan fasilitasi dialog antar kelompok. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan pemetaan konflik yang lebih akurat, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengelolaan konflik sosial.
F. [bookmark: _Toc200540680][bookmark: _Toc200574121][bookmark: _Toc202219456]Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari fenomena dalam konteks alami dengan melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat mengenai situasi yang sedang diteliti (Sugiyono, 2013).
Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam dengan menafsirkan konteks dan pengalaman. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi di lapangan (Rustamana dkk., 2024). 
Studi kasus adalah metode penelitian di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, atau aktivitas yang melibatkan satu orang atau lebih. Studi kasus bersifat eksploratif. Dalam penelitian kualitatif, metode studi kasus digunakan untuk mengetahui secara mendalam suatu program, kejadian, proses, atau aktivitas (Sugiyono, 2013).

2. Sumber dan Jenis Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara, survei, observasi dengan sumber secara langsung yang dijadikan sebagai penelitian di lapangan (Wijaya & Susanty, 2017). Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dianggap sebagai data murni karena dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen, seperti buku, laporan penelitian, jurnal, dan sumber lainnya. (Kaharuddin, 2020). Dengan demikian, data sekunder adalah sebagai pendukung yang dimana akan digunakan namun secara selektif.
3. Teknik Pengumpulan data
a. Observasi
Observasi dalam penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data yang mengandalkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan konteksnya. Observasi dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan (Hasanah, 2017). Dengan bedasarkan objek yang diamati oleh peneliti, Observasi yang digunakan yaitu observasi non partisipan, (Sugiono, 2013) Dengan begitu, peneliti melakukan pencatatan, analisis, dan kemudian dapat menarik kesimpulan mengenai perilaku masyarakat dalam pemilihan umum. Metode pengumpulan data melalui observasi nonpartisipan ini tidak akan menghasilkan data yang mendalam dan tidak mencapai tingkat pemahaman yang lebih dalam. Pemahaman tersebut mencakup nilai-nilai yang mendasari perilaku yang terlihat, yang diungkapkan secara lisan, dan yang tertulis. 
Berdasarkan observasi di Kesbangpol Jakarta Utara dan analisis dokumen dari Sub Bidang Kewaspadaan, serta wawancara dengan narasumber dari Kesbangpol, FKDM, dan warga, penelitian ini menganalisis implementasi kolaborasi dalam penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara pada tahun 2024.
b. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview)
Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara mendalam yang memberikan lebih banyak fleksibilitas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.  Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah secara lebih terbuka, di mana responden diminta untuk membagikan pendapat. Selama proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan seksama dan mencatat informasi yang disampaikan oleh informan. (Sugiyono, 2013). Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak dari Kesbangpol Jakarta Utara dan yang terlibat dalam penyelesaian konflik.
Pihak yang di wawancara untuk penelitian ini
1. [bookmark: _Hlk199780451]Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. (Jabatan ; Kasub Kelompok Urusan Kewaspadaan Suban Kesbangpol Jakarta Utara
2. [bookmark: _Hlk199780140]Pak Anugerah Huda ( Ketua FKDM 2024)
3. Hadi Kusnidi ( Warga Jakarta Utara)
c. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya, barang tertulis, dan metode dokumentasi mengacu pada cara pengumpulan data melalui pencatatan data yang tersedia. Dokumen yang berkaitan dengan individu, kelompok, peristiwa atau objek penelitian sangat bermanfaat untuk penelitian kualitiatif (Fadilla & Wulandari, 2023). Metode dokumentasi merupakan sumber data non manusia yang sangat bermanfaat karena sudah tersedia, sehingga memerlukan biaya rendah untuk diakses. Selain itu, metode ini menawarkan sumber informasi yang stabil dan akurat, yang menggambarkan keadaan atau situasi secara nyata, serta memungkinkan data untuk dianalisis berkali-kali tanpa mengalami perubahan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan dan dokumen lain yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan (Samsu, 2019). 
Dalam proses penelitian, dokumentasi dilakukan secara menyeluruh melalui rekaman dan pencatatan lapangan selama wawancara berlangsung. Setelah proses wawancara selesai, rekaman akan ditranskrip secara lengkap dan dianalisis bersamaan dengan catatan lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan mendalam, karena tidak hanya mengandalkan ucapan narasumber, tetapi juga menangkap konteks dan nuansa situasi secara langsung.Teknik Analisis Data
a. Reduction Data (Data Reduksi)
Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang data yang tidak perlu (Sugiyono, 2013). Bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, menghasilkan informasi yang bermakna, dan mempermudah penarikan kesimpulan.
b. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data adalah kegiatan ketika data diorganisasikan dan disusun sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2013). Penyajian data juga mempermudah peneliti melihat gambaran di lapangan secara tertulis dan memudahkan proses penyusunan laporan.
c. Conclusing Drawing / Verification
Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan dalam analisis data kualitatif setelah reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2013).
G. [bookmark: _Toc200540681][bookmark: _Toc200574122][bookmark: _Toc202219457]Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun secara sistematis, dengan keseluruhan isi dibagi menjadi enam bab. Setiap bab dilengkapi dengan beberapa subbab. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
BAB II: TEORI TATA KELOLA KOLABORATIF (COLLABORATIVE GOVERNANCE) MENURUT KIRK EMERSON
Bab ini berisi penjelasan Teori Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Menurut Kirk Emerson
BAB III: GAMBARAN UMUM JAKARTA UTARA KESBANGPOL JAKARTA UTARA 
Bab ini berisi tentang penjelasan secara umum mengenai objek penelitian yang berada di Kesbangpol Jakarta Utara. Penjelasan mengenai gambaran meliputi Struktur, Profil, Hak dan kewajiban.
BAB IV : IMPLEMENTASI PRAKTEK KOLABORASI PENYELESAIAN KONFLIK OLEH KESBANGPOL JAKARTA UTARA
Bab ini memaparkan mengenai kan membahas secara rinci tentang bagaimana Kesbangpol Jakarta Utara mengimplementasikan praktek kolaborasi dalam penyelesaian konflik sosial di wilayahnya.
BAB V: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI JAKARTA UTARA
Bab ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara dibandingkan dengan wilayah lain di DKI Jakarta.
BAB VI: PENUTUP 
Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, serta saran atau rekomendasi dari peneliti. Saran atau rekomendasi merupakan masukan atau pandangan yang diberikan oleh peneliti kepada berbagai pihak.
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Bab ini membahas kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini, yaitu teori Collaborative Governance sebagaimana dikembangkan oleh Kirk Emerson dan Tina Nabatchi. Pembahasan dalam bab ini dimulai dari penjelasan konsep dasar dinamika kolaboratif, termasuk pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan keterlibatan aktif antar pihak. Selanjutnya, diuraikan pula tahapan-tahapan dalam proses kolaborasi menurut Emerson, mulai dari keterlibatan prinsip (principled engagement), motivasi bersama (shared motivation), kapasitas bersama (capacity for joint action), hingga aksi kolaboratif yang nyata (collaborative action).
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a. Konsep Dasar Dinamika Kolaboratif
Salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam dinamika kolaboratif adalah komunikasi yang efektif dan kepercayaan antar pihak yang terlibat. Konsep ini memainkan peran sentral dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan sebuah kolaborasi. Dalam bukunya Collaborative Governance (2015), Emerson dan Nabatchi menegaskan bahwa komunikasi terbuka dan kepercayaan adalah dua pilar utama yang mendasari kolaborasi yang sukses. Komunikasi yang terbuka menciptakan sebuah ruang dialog di mana semua pihak dapat berbicara secara jujur dan transparan tentang harapan, kebutuhan, dan masalah yang mereka hadapi. Tanpa adanya komunikasi yang terbuka dan jujur, informasi yang salah atau tersembunyi dapat merusak pemahaman bersama, sehingga menghambat pencapaian tujuan bersama.
Kepercayaan merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kolaborasi dalam suatu kelompok atau organisasi. Ia bukan sekadar nilai moral, melainkan pilar strategis yang menopang seluruh proses kerja sama, mulai dari komunikasi hingga pengambilan keputusan. Peranannya begitu krusial karena kepercayaan membentuk landasan emosional dan psikologis yang memungkinkan setiap individu merasa aman, dihargai, dan didengar. Dalam kondisi tersebut, anggota tim dapat mengekspresikan ide, kritik, maupun aspirasi mereka dengan bebas, tanpa dibayangi rasa takut akan penolakan, pengucilan sosial, atau konsekuensi negatif lainnya. 
Tanpa kepercayaan, dinamika kerja cenderung menjadi kaku dan penuh kewaspadaan. Orang-orang akan enggan berbagi informasi penting, memilih bersikap pasif, atau bahkan menyimpan potensi terbaiknya karena takut dimanfaatkan atau disalahpahami. Akibatnya, proses kolaboratif menjadi stagnan, inovasi terhambat, dan produktivitas tim menurun secara signifikan. Dalam jangka panjang, hubungan kerja yang dibangun tanpa fondasi kepercayaan cenderung rapuh, mudah goyah saat terjadi konflik, dan sulit untuk dipertahankan.
Sebaliknya, ketika kepercayaan tumbuh dan mengakar, lingkungan kerja berubah 
menjadi ruang yang inklusif, terbuka, dan saling mendukung. Anggota tim tidak hanya saling berbagi tanggung jawab, tetapi juga saling memberdayakan. Mereka lebih mudah bekerja sama dalam menghadapi tantangan, lebih terbuka terhadap umpan balik, dan lebih adaptif dalam menyusun strategi maupun solusi kreatif. Bahkan, dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kepercayaan mampu menjadi "lem emosional" yang menyatukan perbedaan pandangan dan menjaga solidaritas tim tetap utuh.
Untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan dalam kolaborasi, diperlukan komitmen aktif dari setiap individu. Hal ini mencakup konsistensi dalam tindakan, kejujuran dalam komunikasi, serta kesetiaan terhadap nilai-nilai dan tujuan bersama. Integritas menjadi kata kunci ketika seseorang berkata dan berbuat selaras, maka kepercayaan akan tumbuh secara alami. Namun, membangun kepercayaan bukanlah proses instan; ia membutuhkan waktu, pengalaman bersama, dan pembuktian melalui perilaku nyata dalam berbagai situasi.
Keberhasilan dalam kolaborasi tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas komunikasi dan tingkat kepercayaan, melainkan juga sangat bergantung pada kemampuan setiap individu untuk berinteraksi secara terbuka dalam pertukaran ide yang konstruktif. Dalam sebuah lingkungan kerja yang mendukung komunikasi dua arah yang jujur dan terbuka, setiap anggota tim merasa memiliki ruang aman untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan umpan balik secara kritis namun membangun, serta mengusulkan alternatif solusi tanpa rasa takut terhadap penolakan, penghakiman, atau konflik yang merusak hubungan kerja.
Kebebasan dalam bertukar ide ini menjadi kunci penting dalam mendorong terjadinya inovasi dan kreativitas kolektif. Kolaborasi sejati tidak lahir dari keseragaman pandangan, melainkan dari keberagaman perspektif yang dihargai dan dikolaborasikan untuk menciptakan solusi yang lebih adaptif, relevan, dan efektif. Ketika ide-ide yang berbeda dapat bersanding dan diuji secara terbuka, maka tim tidak hanya akan mampu mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga menciptakan nilai tambah dari setiap interaksi yang terjadi. Namun, dinamika seperti ini tidak akan tumbuh secara alami tanpa adanya komunikasi yang terstruktur dan kepercayaan yang saling menguatkan. Komunikasi yang efektif berfungsi sebagai jembatan untuk membangun pemahaman bersama, menyelaraskan ekspektasi, serta menjaga keterbukaan terhadap kritik maupun perbaikan.
Dalam konteks kolaborasi jangka panjang, komunikasi terbuka dan kepercayaan bukan hanya menjadi prasyarat, tetapi juga merupakan indikator kualitas hubungan antarpihak. Tanpa kedua elemen ini, kolaborasi mudah terjebak dalam konflik tersembunyi, miskomunikasi, atau bahkan stagnasi ide. Hubungan kerja menjadi rapuh dan tidak mampu menampung dinamika yang kompleks, apalagi mendorong pertumbuhan tim secara berkesinambungan.
Oleh karena itu, dalam upaya mencapai tujuan bersama sekaligus memperbaiki kualitas hubungan dan struktur sosial di dalam tim atau organisasi, sangat penting bagi setiap pihak untuk terus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang jujur, empatik, dan inklusif. Begitu pula, membangun dan memelihara kepercayaan harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan dalam konsistensi tindakan, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta kesetaraan dalam perlakuan terhadap setiap anggota. Pada akhirnya, dinamika kolaboratif yang sehat hanya dapat terwujud jika komunikasi yang terbuka dan kepercayaan yang kuat menjadi budaya yang hidup dan berkembang di dalam setiap interaksi. Dalam atmosfer semacam ini, kolaborasi tidak hanya menjadi sarana untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga menjadi proses pembelajaran bersama yang memperkaya, menguatkan, dan membawa transformasi positif bagi semua pihak yang terlibat.
b. Proses Kolaborasi dan Tahapan-tahapannya
Proses kolaborasi menurut Kirk Emerson merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini dilakukan secara terstruktur, berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati bersama, dan berlangsung melalui interaksi yang dinamis guna menyelesaikan masalah kompleks yang saling terkait. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, bersifat adaptif, dan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat.
Tahapan pertama dalam proses kolaborasi adalah Principled Engagement atau Keterlibatan Berlandaskan Prinsip. Ini merupakan fase awal yang sangat penting karena menjadi landasan pembentukan hubungan kolaboratif yang sehat dan produktif. Pada tahap ini, semua pihak berinteraksi secara terbuka dan setara dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati. Proses ini mencakup empat sub-tahapan utama. Pertama, discovery (penemuan), di mana para aktor mengenali siapa saja yang terlibat dan memahami posisi, kepentingan, serta persepsi mereka terhadap isu yang dihadapi. Kedua, definition (pendefinisian), yaitu proses menyepakati bersama definisi masalah, tujuan kolaborasi, dan arah umum kerja sama. Ketiga, deliberation (pertimbangan), yakni diskusi mendalam yang berbasis nilai, bukti, dan pertukaran pandangan untuk membangun kesepahaman. Terakhir, determination (penetapan), yaitu pengambilan keputusan bersama mengenai langkah atau kebijakan yang akan ditempuh. Keempat sub-tahapan ini bersifat dinamis dan dapat terjadi secara berulang dalam siklus kolaborasi. 
Tahapan kedua adalah Shared Motivation atau Motivasi Bersama, yang berfokus pada pembangunan fondasi psikologis dan sosial di antara para aktor. Keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar pihak, termasuk adanya rasa saling percaya, komitmen, dan kesediaan untuk bekerja sama. Unsur-unsur utama dari motivasi bersama ini mencakup trust (kepercayaan), yang tumbuh melalui komunikasi terbuka dan konsistensi tindakan; mutual understanding (pemahaman bersama), yaitu kemampuan memahami dan menghargai perspektif serta kebutuhan satu sama lain; legitimacy (legitimasi), berupa penerimaan bahwa proses kolaborasi dijalankan secara sah, adil, dan representatif; serta commitment (komitmen), yaitu tekad dan niat tulus dari semua pihak untuk terus berkontribusi mencapai tujuan bersama. Motivasi bersama tumbuh dari interaksi positif dan hasil-hasil awal kolaborasi yang memberikan manfaat nyata.
Tahapan ketiga adalah Capacity for Joint Action atau Kapasitas untuk Bertindak Bersama, yang menunjukkan seberapa jauh kolaborasi dapat diimplementasikan secara efektif. Tahap ini mencakup kesiapan teknis dan kelembagaan untuk bertindak secara kolektif. Empat elemen utama yang membentuk kapasitas ini adalah: institutional arrangements (pengaturan kelembagaan), yakni struktur formal maupun informal yang mengatur tata kelola kerja sama; leadership (kepemimpinan), yaitu kepemimpinan yang inklusif, fasilitatif, dan mampu mendorong keterlibatan semua pihak; resources (sumber daya), yang mencakup dana, tenaga, waktu, dan keterampilan yang tersedia; serta knowledge and information (pengetahuan dan informasi), yaitu akses, pertukaran, dan penggunaan data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan bersama. Tanpa kapasitas yang memadai, kolaborasi akan sulit diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan.
Tahap keempat adalah Collaborative Action atau Tindakan Kolaboratif, yang merupakan hasil nyata dari proses kolaboratif sebelumnya. Pada tahap ini, keputusan dan kesepakatan yang telah dihasilkan diterjemahkan ke dalam tindakan bersama melalui pelaksanaan program, kebijakan, atau aktivitas kolaboratif yang telah dirancang. Selain pelaksanaan, tahap ini juga mencakup pemantauan dan evaluasi partisipatif, agar semua pihak dapat menilai efektivitas tindakan yang diambil serta melakukan penyesuaian jika diperlukan melalui proses pembelajaran adaptif (adaptive learning). Tindakan kolaboratif yang efektif diharapkan dapat menciptakan dampak yang nyata, berkelanjutan, dan dapat diukur terhadap permasalahan yang dihadapi bersama. Selain itu, hasil dari tindakan ini memberikan umpan balik penting untuk memperkuat kembali tahap-tahap sebelumnya, membentuk siklus kolaborasi yang semakin matang dan solid.
Secara keseluruhan, proses kolaborasi yang efektif merupakan rangkaian tahapan yang saling terkait dan membentuk siklus yang berkesinambungan. Dimulai dari Principled Engagement atau keterlibatan berlandaskan prinsip, kolaborasi dibangun di atas fondasi dialog yang terbuka, setara, dan saling menghormati. Dalam fase ini, para pihak bersama-sama mengidentifikasi aktor yang terlibat, mendefinisikan masalah, mempertimbangkan berbagai pandangan, dan menetapkan arah tindakan. Proses ini menjadi pondasi awal yang menentukan arah dan kualitas kolaborasi ke depan.Selanjutnya, tahapan Shared Motivation menjadi kunci dalam membangun hubungan sosial yang kuat antar pihak. Kepercayaan, pemahaman bersama, legitimasi proses, dan komitmen yang tulus merupakan unsur penting yang memperkuat ikatan kolaboratif. Tanpa motivasi bersama yang kokoh, kolaborasi hanya akan menjadi rutinitas formal tanpa semangat kebersamaan yang sejati.
Setelah hubungan sosial terbangun, kolaborasi harus ditopang oleh kapasitas untuk bertindak bersama. Ini mencerminkan kesiapan teknis dan kelembagaan yang memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kerja sama secara konkret. Elemen seperti struktur kelembagaan, kepemimpinan yang inklusif, kecukupan sumber daya, serta akses terhadap pengetahuan dan informasi menjadi penentu keberhasilan implementasi kolaborasi. Tahapan terakhir adalah Collaborative Action, yaitu penerjemahan dari semua kesepakatan dan rencana menjadi aksi nyata. Pada tahap ini, kerja sama diwujudkan dalam bentuk program atau kebijakan bersama yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Proses pemantauan dan evaluasi partisipatif memastikan bahwa tindakan tersebut tetap relevan, efektif, dan dapat disesuaikan melalui pembelajaran adaptif.
Dengan demikian, keempat tahapan ini membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi dan mendukung. Kolaborasi bukanlah proses linier, melainkan sebuah siklus dinamis yang terus berkembang melalui refleksi, pembelajaran, dan penyesuaian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan, setiap pihak perlu berkomitmen tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada prosesnya dengan menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, transparansi, dan tanggung jawab bersama.
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a. Konsep Dasar Konflik Sosial 
Penjelasan mengenai konflik sosial yang berkembang menjadi teori konflik dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui seperangkat konsep yang saling berkaitan untuk menjelaskan interaksi antara berbagai kelompok yang saling berhadapan. Teori konflik memandang bahwa konflik sosial bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, tetapi merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan individu atau kelompok.(Prayogi et al., 2024). 
Sebagai salah satu tokoh utama dalam teori konflik, Coser Lewis A. (1957) menjelaskan bahwa konflik adalah perjuangan mengenai nilai, status, kekuasaan, dan sumber daya, di mana tujuan dari pihak-pihak yang terlibat bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan atau menghilangkan lawannya. Coser menyatakan bahwa konflik bisa berfungsi sebagai proses pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik juga berperan dalam menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Dengan kata lain, konflik adalah bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi memperjelas perbedaan antar kelompok, sekaligus menjaga keseimbangan dalam masyarakat. (Coser Lewis A., 1957). 
Dalam pandangan Karl Marx, konflik sosial dianggap sebagai inti dari dinamika masyarakat. Ia menyatakan bahwa konflik sosial terutama terjadi antara dua kelas utama dalam masyarakat kapitalis ad akelas kelas borjuis (pemilik alat produksi) dan kelas proletar (kaum pekerja). Konflik ini bersifat struktural karena kapitalisme didasarkan pada ketimpangan kepemilikan alat produksi. Kelas borjuis mengeksploitasi tenaga kerja proletar demi meraih keuntungan atau nilai lebih. Bagi Marx, konflik ini tidak bisa diselesaikan secara damai, melainkan hanya melalui revolusi sosial yang akan membawa perubahan menuju masyarakat tanpa kelas (Marx, K., & Engels, F.2019).
Dengan demikian, teori konflik memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana konflik sosial, yang sering dianggap sebagai hal yang negatif, sebenarnya memiliki peran penting dalam struktur sosial dan dinamika masyarakat. Konflik sosial, seperti yang dijelaskan oleh Coser, bukan hanya terjadi karena perbedaan kepentingan atau sumber daya, tetapi juga memiliki fungsi sebagai penyatuan, pemeliharaan struktur sosial, dan penetapan batas antar kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa konflik memiliki dimensi yang lebih luas, di mana ketegangan antar kelompok bisa menjadi penggerak perubahan dalam masyarakat.
b. Penyebab Konflik Sosial
Penyebab konflik sosial dapat dipahami melalui berbagai perspektif teori yang dikembangkan oleh para ahli. Karl Marx, sebagai tokoh utama dalam teori konflik, menekankan bahwa penyebab utama konflik sosial adalah ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Dalam pandangan Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama: kelas borjuis (pemilik alat produksi) dan kelas proletar (kaum pekerja). Ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi dan distribusi kekayaan ini menimbulkan konflik struktural, di mana kelas borjuis mengekploitasi tenaga kerja proletar demi meraih keuntungan lebih besar. Marx berpendapat bahwa ketimpangan ini menyebabkan ketegangan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, melainkan hanya melalui revolusi sosial yang akan menggantikan sistem kapitalisme dengan masyarakat tanpa kelas (Marx, K., & Engels, F.2019).
Selanjutnya, Max Weber memberikan pandangan berbeda dengan menambahkan dimensi baru dalam penyebab konflik sosial, yakni status sosial dan kekuasaan. Weber berpendapat bahwa selain ketimpangan ekonomi, ketegangan juga dapat muncul karena perbedaan status sosial dan akses kekuasaan antar kelompok dalam masyarakat. Konflik sosial, menurut Weber, terjadi saat kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda bersaing untuk memperoleh kedudukan sosial atau akses ke kekuasaan politik. Dengan demikian, konflik sosial tidak hanya disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, tetapi juga oleh perbedaan dalam distribusi kekuasaan dan status sosial yang ada dalam masyarakat (Weber, M.2009).
Sementara itu, Georg Simmel menawarkan pandangan yang lebih fokus pada interaksi sosial dan perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Simmel menyatakan bahwa konflik sosial adalah bagian dari dinamika sosial yang wajar dan seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan dan nilai yang dimiliki oleh berbagai pihak. Ia melihat konflik sebagai proses yang memperjelas perbedaan antar kelompok, serta dapat memperkuat kohesi dan solidaritas dalam kelompok yang terlibat. Konflik ini, meskipun bersifat destruktif pada tingkat tertentu, juga berfungsi sebagai sarana untuk memperbaharui struktur sosial yang ada (Simmel, G.2010).
Di Indonesia, Soerjono Soekanto memperkenalkan perspektif lokal dalam menjelaskan penyebab konflik sosial. Soekanto menyatakan bahwa konflik sosial seringkali timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, ketidakadilan sosial, serta perbedaan nilai antar kelompok menjadi pemicu utama terjadinya konflik sosial. Soekanto juga mengemukakan bahwa konflik sosial dapat muncul dalam bentuk konflik terbuka, yang jelas terlihat dalam bentuk pertentangan, atau konflik laten, yang tersembunyi namun tetap mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat.
Secara keseluruhan, para ahli memberikan pemahaman yang luas mengenai penyebab konflik sosial. Karl Marx lebih fokus pada ketimpangan ekonomi sebagai akar dari konflik sosial, sementara Max Weber mengembangkan teori yang mencakup ketimpangan dalam kekuasaan dan status sosial. Georg Simmel menekankan pentingnya interaksi sosial dan ketidakcocokan antara tujuan dan sarana dalam menciptakan ketegangan sosial. Terakhir, Soerjono Soekanto menambahkan dimensi lokal dalam memahami konflik sosial di Indonesia. Dengan demikian, konflik sosial dapat dipahami sebagai fenomena yang multidimensional, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu ekonomi, status sosial, kekuasaan, maupun perbedaan nilai yang ada dalam masyarakat.
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Konsep dasar collaborative governance sebagaimana dikembangkan oleh Kirk Emerson dan Nabatchi merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor-aktor dari berbagai sektor pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berangkat dari konteks di mana masalah-masalah publik semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu aktor atau institusi saja, Emerson dan Nabatchi memformulasikan collaborative governance sebagai suatu proses interaktif, partisipatif, dan deliberatif yang bertujuan menciptakan hasil bersama yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, collaborative governance bukan sekadar kerja sama biasa, melainkan merupakan proses tata kelola yang dilembagakan, di mana terdapat struktur, norma, dan prosedur yang memungkinkan berbagai pihak untuk terlibat secara setara dalam dialog dan pengambilan keputusan. Proses ini didorong oleh adanya kepentingan bersama, saling ketergantungan, serta komitmen untuk membangun kepercayaan, saling memahami, dan mencapai konsensus.
Emerson dan Nabatchi menekankan bahwa collaborative governance terbentuk dalam suatu sistem dinamis yang terdiri dari tiga komponen utama: sistem penggerak (drivers), dinamika kolaboratif (collaborative dynamics), dan hasil kolaborasi (collaborative outcomes). Sistem penggerak mencakup kondisi awal, seperti krisis atau kebuntuan kebijakan, serta tekanan eksternal atau insentif yang mendorong para aktor untuk bekerja sama. Dinamika kolaboratif mencakup interaksi yang terjadi antar pelaku, termasuk pembangunan kepercayaan, dialog terbuka, dan penciptaan komitmen bersama. Sedangkan hasil kolaborasi bisa berupa keputusan bersama, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga perbaikan hasil-hasil kebijakan publik.
Dalam prosesnya, sistem penggerak menjadi pemicu awal yang menciptakan kebutuhan untuk berkolaborasi. Kondisi-kondisi seperti ketidakmampuan lembaga tunggal menyelesaikan masalah kompleks atau munculnya krisis mendesak membuat para aktor menyadari pentingnya kerja sama lintas sektor. Kesadaran inilah yang kemudian membawa mereka masuk ke dalam ruang-ruang kolaboratif. Dinamika kolaboratif pun mulai terbentuk ketika para aktor mulai berinteraksi. Di sini, proses membangun kepercayaan, menyamakan persepsi, dan menciptakan komitmen bersama menjadi krusial. Dialog yang terbuka dan inklusif mendorong terciptanya rasa saling memahami, yang pada akhirnya memperkuat fondasi kerja sama jangka panjang.
Jika dinamika ini terjaga dengan baik, maka hasil kolaborasi akan muncul secara bertahap. Tidak hanya berupa keputusan bersama atau kebijakan publik yang lebih responsif, tetapi juga tercermin dalam peningkatan kapasitas bersama dan hubungan antarlembaga yang semakin erat. Hasil-hasil ini kemudian dapat memperkuat legitimasi kolaborasi itu sendiri, dan dalam jangka panjang, menciptakan siklus positif yang mendorong kolaborasi berkelanjutan.
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Gambar tersebut merupakan Kerangka dari buku Collaborative Governance Regimes oleh Kirk Emerson dan Tina Nabatchi. Gambar ini menggambarkan kerangka kerja menyeluruh untuk memahami dinamika dan proses dalam rezim tata kelola kolaboratif (Collaborative Governance Regime – CGR). Berikut penjelasan rinci elemen-elemennya:

a. Konteks Sistem (System Context)
Kerangka kolaboratif dalam tata kelola tidak dapat dipisahkan dari konteks sistem yang mengelilinginya. Konteks sistem ini adalah lingkungan eksternal yang lebih besar, yang menjadi tempat di mana dinamika kolaborasi berlangsung. Ia meliputi berbagai unsur seperti politik, sosial, hukum, ekonomi, budaya, hingga faktor geografis dan lingkungan hidup. Konteks ini bersifat kompleks dan sering kali tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Karena itu, memahami konteks sistem menjadi langkah awal yang penting sebelum membangun atau mengevaluasi tata kelola kolaboratif.
Secara praktis, factor faktor dalam konteks sistem dapat berupa kondisi sosial-politik yang tidak stabil, perubahan kebijakan pemerintah, pergeseran nilai dalam masyarakat, atau bahkan tekanan internasional. Misalnya, ketika terjadi krisis lingkungan seperti banjir besar atau kekeringan ekstrem, kondisi tersebut mendorong berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama. Namun, dalam situasi seperti ini, efektivitas kolaborasi akan sangat bergantung pada bagaimana sistem hukum mengatur peran para aktor dan seberapa besar dukungan ekonomi atau regulasi yang tersedia. Di sinilah konteks sistem menjadi penentu arah dan batas tindakan kolaboratif.
Selain itu, konteks sistem juga memainkan peran penting dalam menentukan urgensi dan legitimasi dari suatu kolaborasi. Ketika tekanan eksternal atau tuntutan masyarakat tinggi, misalnya dalam kasus konflik sosial atau ketimpangan pelayanan publik, maka kebutuhan untuk membentuk kolaborasi menjadi semakin mendesak. Para pemangku kepentingan tidak bisa lagi mengandalkan solusi sektoral, melainkan harus bekerja lintas lembaga dan batas kewenangan. Dalam situasi seperti ini, sistem yang mendukung kolaborasi seperti adanya kebijakan inklusif, budaya partisipatif, dan keterbukaan informasi sangat dibutuhkan.
Namun, tidak semua sistem memberikan ruang yang kondusif untuk kolaborasi. Ada kalanya sistem justru menjadi penghambat melalui birokrasi yang kaku, minimnya kepercayaan publik, atau konflik kepentingan antara aktor-aktor utama. Dalam kondisi ini, proses membangun tata kelola kolaboratif menjadi lebih menantang karena para aktor harus bekerja ekstra untuk menyesuaikan strategi dengan realitas sistem yang ada. Mereka perlu membangun kepercayaan, menjalin komunikasi lintas sektor, dan mengatasi hambatan struktural agar kolaborasi bisa berjalan secara efektif.
Dengan demikian, konteks sistem bukan hanya menjadi latar tempat kolaborasi berlangsung, melainkan juga faktor aktif yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari suatu rezim tata kelola kolaboratif. Konteks ini dapat berubah seiring waktu dan menuntut adaptasi berkelanjutan dari para aktor yang terlibat. Oleh karena itu, analisis terhadap konteks sistem menjadi elemen krusial dalam setiap tahapan kolaborasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tanpa pemahaman mendalam terhadap konteks sistem, upaya kolaboratif rentan kehilangan arah, kehilangan legitimasi, atau bahkan gagal mencapai tujuan yang diharapkan.
b. Pendorong Kolaborasi (Drivers)
Drivers atau pendorong, yaitu factor faktor yang memicu terbentuknya rezim tata kelola kolaboratif. Pendorong ini bisa berupa krisis, konflik, kebutuhan bersama, tekanan politik, atau mandat hukum. Drivers berfungsi sebagai pemantik yang menggerakkan para aktor untuk masuk ke dalam kerja sama yang terstruktur, terutama ketika mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara individual.
Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, drivers atau pendorong memainkan peran penting sebagai elemen awal yang memulai proses kolaborasi. Tanpa adanya pendorong, inisiatif kolaborasi jarang terbentuk secara alami karena biasanya masing-masing aktor lebih memilih bekerja secara mandiri dalam batas kewenangan atau kapasitasnya masing-masing. Pendorong ini dapat berasal dari kejadian mendadak, tekanan eksternal, maupun dinamika internal di suatu wilayah atau sektor tertentu. Keberadaan pendorong menjadi sinyal bahwa terdapat masalah atau kebutuhan yang tidak bisa diatasi secara sektoral atau sepihak.
Salah satu bentuk pendorong utama adalah krisis, seperti bencana alam, konflik sosial, kerusuhan, atau krisis kesehatan masyarakat. Dalam situasi krisis, urgensi untuk bertindak cepat dan terkoordinasi menjadi sangat tinggi. Misalnya, saat terjadi banjir besar di wilayah perkotaan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan partisipasi dari lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta (seperti penyedia logistik), serta komunitas warga untuk membantu distribusi bantuan, evakuasi, dan pemulihan. Dalam hal ini, krisis berfungsi sebagai titik temu yang mendorong berbagai aktor untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja bersama.
Selain krisis, konflik sosial juga menjadi pendorong penting terbentuknya kolaborasi. Konflik horizontal antar kelompok masyarakat, misalnya karena perbedaan agama, suku, atau kepentingan ekonomi, menimbulkan ketegangan yang jika tidak ditangani secara kolaboratif, berpotensi meluas. Dalam kasus seperti ini, aktor-aktor seperti tokoh agama, pemimpin lokal, lembaga negara, serta organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik secara Bersama sama. Kolaborasi menjadi jalan tengah yang menawarkan solusi damai melalui pendekatan partisipatif.
Kebutuhan bersama juga menjadi pendorong yang sangat relevan, terutama dalam konteks pembangunan daerah atau pengelolaan sumber daya bersama. Ketika berbagai aktor menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang saling terkait, kolaborasi menjadi jalan logis untuk mencapai tujuan bersama. 
Tekanan dari pihak luar, terutama tekanan politik atau publik, juga bisa mendorong terbentuknya kolaborasi. Ketika masyarakat mulai vokal menuntut transparansi, partisipasi, atau keadilan dalam kebijakan publik, pemerintah dan aktor terkait seringkali tidak punya pilihan selain membuka ruang kerja sama. Media massa dan media sosial juga berperan besar dalam memperkuat tekanan ini. Akibatnya, kolaborasi menjadi respons strategis untuk menjaga legitimasi dan menjawab tuntutan masyarakat secara lebih inklusif. Pendorong kolaborasi lainnya bisa berupa mandat hukum atau regulasi formal. Dalam banyak kasus, undang-undang atau peraturan pemerintah secara eksplisit mendorong atau bahkan mewajibkan adanya kolaborasi lintas sektor. Misalnya, dalam UU Penanggulangan Bencana di Indonesia, terdapat kewajiban bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Dalam kasus seperti ini, kolaborasi bukan hanya pilihan strategis, tetapi juga keharusan legal.
Namun demikian, keberadaan pendorong saja belum tentu cukup untuk menghasilkan kolaborasi yang efektif. Pendorong hanya membuka pintu awal bagi terjadinya kolaborasi, tetapi apakah kolaborasi itu akan bertahan dan berkembang sangat bergantung pada proses berikutnya seperti keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas kolektif. Tanpa adanya komitmen, kepercayaan, dan sumber daya yang mendukung, kolaborasi bisa berhenti hanya sebagai forum simbolis tanpa tindakan nyata.
Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk tidak hanya mengenali adanya pendorong, tetapi juga meresponsnya secara tepat. Respons ini meliputi identifikasi aktor yang relevan, pembentukan forum dialog, penentuan tujuan bersama, dan perencanaan tindakan kolaboratif. Ketika pendorong direspons dengan strategi yang tepat, ia bisa menjadi titik tolak bagi kolaborasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif. Sebaliknya, jika diabaikan atau disikapi secara sektoral, pendorong bisa berubah menjadi potensi konflik yang lebih besar.
c. Rezim Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance Regime – CGR)
Setelah adanya pendorong yang memicu perlunya kerja sama, proses kolaboratif akan mulai terfokus dalam suatu wadah yang disebut sebagai Collaborative Governance Regime (CGR). CGR merupakan inti dari keseluruhan kerangka tata kelola kolaboratif. Ia bukan sekadar forum pertemuan, melainkan suatu struktur kerja sama yang menyatukan berbagai aktor dari latar belakang yang berbeda baik pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun komunitas local dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan bersama. Dalam ruang ini, kolaborasi tidak hanya dideklarasikan, tetapi benar benar dijalankan dalam praktik.
CGR dibentuk dengan tujuan menyelesaikan persoalan persoalan publik yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak secara sepihak. Permasalahan seperti konflik agraria, pengelolaan lingkungan, kemiskinan, atau konflik sosial sering kali bersifat lintas sektor dan saling berkaitan. Oleh karena itu, CGR menjadi wadah yang memungkinkan integrasi perspektif dan kepentingan dari berbagai aktor agar solusi yang dihasilkan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial dan politik. Dengan demikian, CGR meningkatkan legitimasi sekaligus efektivitas dari kebijakan publik.
Yang membedakan CGR dari bentuk kerja sama biasa adalah sifatnya yang lebih terstruktur dan berjangka panjang. Dalam CGR, kerja sama tidak bersifat informal atau sporadis, tetapi memiliki mekanisme formal seperti kesepakatan kerja bersama, struktur organisasi kolaboratif, aturan main yang disepakati bersama, serta sistem evaluasi dan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan kolaborasi berjalan secara lebih stabil, terukur, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi. Kejelasan struktur ini juga mendorong akuntabilitas di antara para pihak yang terlibat. Meski memiliki struktur, CGR tidak bersifat kaku atau tertutup. Sebaliknya, CGR bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di dalam dan di luar proses kolaboratif. Misalnya, jika terjadi perubahan kebijakan nasional atau muncul aktor baru yang berkepentingan, CGR harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas tersebut tanpa kehilangan arah kolaboratifnya. Fleksibilitas ini sangat penting agar CGR tetap relevan dan tidak terjebak pada model kerja sama yang usang atau tidak efektif.
Dalam CGR, keputusan tidak didominasi oleh satu aktor tunggal. Sebaliknya, proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui diskusi, musyawarah, dan konsensus. Setiap aktor memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memperjuangkan kepentingannya, dan ikut serta dalam merumuskan arah kebijakan. Hal ini memungkinkan terbangunnya rasa kepemilikan bersama terhadap hasil keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan komitmen semua pihak dalam menjalankan peran masing-masing.
Keberhasilan CGR sangat bergantung pada kemampuan para aktor untuk membangun dan menjaga hubungan yang saling percaya. Karena itu, selain aspek teknis, CGR juga sangat menekankan pentingnya komunikasi, transparansi, dan kesetaraan dalam proses interaksi. Ketika kepercayaan antar pihak terbentuk, kerja sama menjadi lebih lancar, konflik dapat diminimalisasi, dan keputusan yang dihasilkan lebih mudah untuk dijalankan. Kepercayaan ini menjadi fondasi emosional dan sosial dari CGR yang tidak bisa digantikan oleh aturan formal semata. 
Dalam praktiknya, CGR bisa berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari aliansi antarinstansi, forum multipihak, konsorsium pembangunan daerah, hingga jaringan kerja lintas sektor. Bentuknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal, selama prinsip-prinsip kolaboratif seperti partisipasi, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama tetap dijaga. Fleksibilitas bentuk inilah yang memungkinkan CGR diterapkan dalam berbagai bidang seperti tata kelola lingkungan, kesehatan masyarakat, perencanaan kota, maupun resolusi konflik sosial.
Secara keseluruhan, CGR bukan hanya ruang teknis untuk bekerja sama, tetapi juga ruang sosial dan politik tempat para aktor belajar, bernegosiasi, dan membentuk makna bersama. Di dalam CGR, kolaborasi menjadi proses yang terus berkembang bukan hanya sebagai alat penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai sarana membangun budaya demokrasi deliberatif yang partisipatif dan inklusif. Oleh karena itu, memahami dinamika CGR menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.
d. Dinamika Kolaborasi (Collaboration Dynamics)
Dinamika kolaborasi merupakan inti dari Collaborative Governance Regime (CGR). Dinamika ini mencerminkan proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Ia bukanlah proses linier, melainkan berlangsung secara siklikal dan saling memengaruhi, di mana satu elemen dapat memperkuat atau melemahkan elemen lainnya. Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada bagaimana para aktor membangun hubungan, mengelola perbedaan, dan mencapai konsensus. Dalam kerangka Emerson dan Nabatchi, dinamika ini terdiri dari tiga elemen kunci: Principled Engagement, Shared Motivation, dan Joint Capacity.
Yang pertama adalah Principled Engagement atau keterlibatan berprinsip. Ini merujuk pada keterlibatan semua aktor secara adil, terbuka, dan setara dalam proses kolaboratif. Keterlibatan ini tidak bersifat simbolis, tetapi benar-benar mengedepankan prinsip-prinsip etis seperti kejujuran, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Melalui keterlibatan ini, para aktor melakukan dialog yang mendalam, negosiasi kepentingan, serta penetapan aturan main bersama yang menjadi fondasi dari kolaborasi. Tanpa adanya prinsip keterlibatan yang kuat, kolaborasi rentan terhadap dominasi sepihak dan kehilangan legitimasi di mata peserta lain.
Dalam proses principled engagement, aktor aktor membawa identitas, nilai, kepentingan, dan harapan yang berbeda beda. Oleh karena itu, proses ini sangat menekankan pentingnya mendengarkan secara aktif dan membangun pemahaman bersama. Ketika aktor merasa didengarkan dan dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk berkompromi dan berbagi tanggung jawab. Di sinilah terjadi pembentukan kesepahaman yang menjadi dasar dari keputusan bersama. Proses ini juga menjadi ruang di mana konflik bisa dikelola secara konstruktif, bukan dihindari, melainkan diolah menjadi bagian dari pencarian solusi.
Elemen kedua adalah Shared Motivation atau motivasi bersama. Setelah aktor terlibat secara aktif, langkah berikutnya adalah membangun komitmen emosional dan psikologis untuk tetap berada dalam proses kolaborasi. Shared motivation mencakup kepercayaan antar aktor, rasa saling memiliki terhadap proses dan hasil kolaborasi, serta munculnya legitimasi terhadap keputusan kolektif. Tanpa motivasi bersama, kerja sama hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa semangat kolaboratif yang sejati. Motivasi bersama tidak bisa muncul secara instan. Ia dibentuk melalui interaksi yang berulang, hasil-hasil kecil yang membangun kepercayaan, dan pengalaman positif dalam proses pengambilan keputusan bersama. Misalnya, ketika satu aktor menunjukkan itikad baik atau bersedia mengalah demi tujuan bersama, hal ini bisa menumbuhkan kepercayaan dari pihak lain. Proses ini ibarat membangun modal sosial yang akan menopang ketahanan kolaborasi di masa mendatang, terutama saat menghadapi tantangan atau perbedaan yang tajam.
Elemen ketiga dalam dinamika kolaborasi adalah Joint Capacity atau kapasitas bersama. Ini merujuk pada sumber daya kolektif yang dimiliki dan dikembangkan oleh para aktor untuk mendukung implementasi kolaborasi. Kapasitas ini tidak hanya bersifat material, seperti dana atau peralatan, tetapi juga mencakup sumber daya non-material seperti informasi, pengetahuan teknis, jaringan sosial, dan kapasitas organisasi. Dengan adanya kapasitas bersama, kolaborasi bisa berfungsi secara efektif dan menghasilkan tindakan yang nyata.
Joint capacity dibangun melalui proses konsolidasi dan koordinasi antar aktor. Misalnya, satu pihak mungkin memiliki pengetahuan teknis, sementara pihak lain memiliki akses ke komunitas lokal. Jika kedua sumber daya ini digabungkan secara strategis, maka kualitas intervensi kolaboratif akan meningkat. Selain itu, adanya pelatihan bersama, pertemuan koordinatif, dan penggunaan sistem informasi bersama juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal kemampuan nyata untuk bertindak.
Ketiga elemen dalam dinamika kolaborasi ini saling terkait dan saling memperkuat. Keterlibatan berprinsip membuka ruang untuk membangun kepercayaan dan komitmen, yang pada gilirannya memperkuat motivasi bersama. Motivasi ini menjadi dasar yang mendorong para aktor untuk berinvestasi dalam membangun kapasitas bersama. Sebaliknya, jika salah satu elemen melemah misalnya tidak ada kepercayaan maka proses keterlibatan bisa terhambat dan kapasitas bersama sulit terbentuk. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antar elemen menjadi kunci keberlangsungan kolaborasi. Selain bersifat dinamis, ketiga elemen ini juga berkembang seiring waktu. Dalam fase awal kolaborasi, keterlibatan dan pembentukan kepercayaan menjadi fokus utama. Namun, seiring kolaborasi berjalan dan tantangan semakin kompleks, peningkatan kapasitas dan konsolidasi sumber daya menjadi prioritas. Artinya, dinamika kolaborasi bukan proses sekali jadi, tetapi terus disesuaikan dengan kondisi, tantangan, dan kebutuhan baru yang muncul.
e. Tindakan Kolaboratif (Actions)
Setelah dinamika kolaborasi berjalan secara efektif, maka akan muncul tindakan konkret atau joint actions. Tindakan ini merupakan manifestasi nyata dari kerja sama, hasil dari kesepakatan dan integrasi antara kapasitas bersama dan motivasi kolektif. Tindakan ini bisa berupa program, kebijakan, atau intervensi yang dijalankan bersama. 
Tindakan kolaboratif merupakan hasil nyata dari proses panjang kolaborasi yang telah dibangun melalui keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas kolektif. Setelah ketiga elemen inti dari dinamika kolaborasi berjalan secara efektif, para aktor akan mulai bergerak menuju implementasi. Di titik ini, kolaborasi tidak lagi berada di ranah wacana, negosiasi, atau perencanaan, melainkan mulai diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret yang menjawab persoalan publik yang dihadapi bersama. Tindakan kolaboratif ini bisa beragam bentuknya, tergantung pada isu yang menjadi fokus kolaborasi dan konteks lokalnya. Ia dapat berupa pelaksanaan program layanan publik, penyusunan dan penerapan kebijakan bersama, pembangunan infrastruktur sosial, hingga aksi-aksi responsif dalam menangani krisis atau konflik. Misalnya, dalam kolaborasi lintas sektor untuk penanganan banjir, tindakan kolaboratif bisa berupa pembangunan sistem drainase terpadu, pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi warga, dan pembentukan posko bersama yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta.
Yang membedakan tindakan kolaboratif dengan tindakan sektoral biasa adalah sifatnya yang terintegrasi dan berbasis kesepakatan. Dalam tindakan kolaboratif, setiap aktor berkontribusi sesuai kapasitasnya masing masing, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama. Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan secara partisipatif, sehingga tidak ada pihak yang merasa hanya menjadi pelengkap. Hal ini memperkuat rasa kepemilikan bersama (sense of ownership) terhadap hasil yang dicapai dan meningkatkan keberlanjutan kolaborasi ke depan.
Selain sebagai wujud dari kerja sama, tindakan kolaboratif juga menjadi sarana penting untuk menguji efektivitas dari dinamika kolaborasi yang telah dibangun. Tindakan ini akan memperlihatkan sejauh mana motivasi bersama benar-benar mendorong komitmen, serta apakah kapasitas kolektif yang dibentuk mampu diterjemahkan dalam pelaksanaan konkret. Keberhasilan atau kegagalan dari tindakan ini akan memberikan umpan balik penting bagi adaptasi proses kolaboratif di masa mendatang. Dengan demikian, tindakan kolaboratif adalah momen krusial dalam tata kelola kolaboratif. Ia menjadi bukti bahwa kolaborasi bukan hanya sekadar diskusi atau forum pertemuan, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata di lapangan. Tindakan ini sekaligus memperkuat legitimasi dari kolaborasi di mata publik, karena masyarakat dapat melihat hasil langsung dari kerja sama lintas aktor. Oleh karena itu, keberhasilan tindakan kolaboratif bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi fondasi bagi tumbuhnya kolaborasi jangka panjang yang lebih kuat dan adaptif.
f. Hasil Kolaborasi (Outcomes)
Tindakan kolaboratif kemudian menghasilkan outcomes, yaitu hasil yang muncul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil ini bisa berupa peningkatan efektivitas kebijakan, penyelesaian konflik, peningkatan kesejahteraan, atau perubahan sistem sosial yang lebih luas. Outcomes menjadi tolak ukur keberhasilan dari kolaborasi yang dilakukan.
Hasil kolaborasi (outcomes) merupakan tahap penting dalam siklus tata kelola kolaboratif karena mencerminkan dampak nyata dari seluruh proses kolaborasi yang telah dilalui. Setelah para aktor melakukan tindakan bersama secara terkoordinasi, hasil yang dicapai menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana kolaborasi tersebut berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. Outcomes dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada tujuan kolaborasi dan isu yang ditangani. Hasil ini bisa bersifat langsung dan terukur, seperti penurunan angka konflik sosial, peningkatan layanan publik, atau keberhasilan pelaksanaan program bersama.
Dalam jangka pendek, outcomes bisa berupa tercapainya kesepakatan bersama, terbangunnya kepercayaan antar aktor, atau meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Meskipun hasil ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, namun ia menjadi fondasi penting untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Sedangkan dalam jangka panjang, outcomes dapat mencakup perubahan struktural yang lebih luas, seperti reformasi kebijakan publik, terciptanya pola kerja lintas sektor yang lebih sinergis, hingga terbentuknya budaya partisipatif dalam tata kelola. Dengan kata lain, outcomes tidak hanya dilihat dari produk kebijakan atau proyek fisik, tetapi juga dari transformasi sosial dan institusional yang terjadi.
Outcomes juga berfungsi sebagai tolok ukur bagi evaluasi proses kolaboratif. Melalui pencapaian hasil, para pelaku dapat menilai efektivitas strategi yang digunakan, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta memetakan aspek mana yang perlu ditingkatkan. Evaluasi berbasis hasil ini penting agar kolaborasi tidak berjalan secara statis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi. Di samping itu, outcomes juga menjadi dasar untuk mempertahankan dukungan publik dan legitimasi politik terhadap kolaborasi, karena masyarakat dan pemangku kepentingan akan lebih percaya pada proses yang menunjukkan hasil nyata.
Namun, perlu disadari bahwa hasil kolaborasi tidak selalu muncul secara cepat atau seragam. Dalam konteks isu kompleks seperti konflik sosial atau pembangunan berkelanjutan, outcomes bisa bersifat bertahap dan tidak selalu bisa diukur secara kuantitatif. Beberapa hasil bahkan mungkin bersifat tidak langsung atau baru terlihat setelah proses panjang. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang luas tentang bentuk-bentuk hasil yang mungkin muncul, termasuk hasil yang bersifat kualitatif seperti meningkatnya rasa saling percaya, solidaritas antar kelompok, atau peningkatan kapasitas lokal.
Dengan demikian, outcomes bukan hanya penutup dari proses kolaborasi, melainkan jembatan menuju fase kolaborasi selanjutnya. Hasil yang dicapai akan menjadi masukan penting untuk memperbaiki mekanisme kerja sama, memperkuat motivasi bersama, dan meningkatkan kapasitas kolektif. Dalam siklus tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan, outcomes akan terus memengaruhi dinamika kolaborasi ke depan, menjadikannya lebih matang, responsif, dan berakar kuat dalam realitas sosial yang terus berubah.




[bookmark: _Toc200540689][bookmark: _Toc200574131][bookmark: _Toc202219466]BAB III
[bookmark: _Toc200540690][bookmark: _Toc200574132][bookmark: _Toc202219467]GAMBARAN UMUM JAKARTA UTARA DAN KESBANGPOL JAKARTA UTARA

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai wilayah Jakarta Utara dan peran strategis Kesbangpol Jakarta Utara sebagai objek utama dalam penelitian ini. Pemahaman terhadap konteks geografis, sosial, ekonomi, serta dinamika politik Jakarta Utara menjadi penting untuk memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penanganan konflik sosial di wilayah tersebut.
Selanjutnya, bab ini menguraikan secara rinci profil Kesbangpol Jakarta Utara, mencakup visi, misi, tujuan, struktur organisasi, serta lingkup tugas dan kewenangannya. Fokus utama diberikan pada fungsi Kesbangpol dalam penanganan konflik sosial dan pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat. 

A. [bookmark: _Toc200540691][bookmark: _Toc200574133][bookmark: _Toc202219468]Jakarta Utara 

Jakarta Utara merupakan salah satu dari lima kota administrasi yang membentuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dengan luas wilayah sekitar 146,66 km², Jakarta Utara mencakup lebih dari 22% dari total luas ibu kota, menjadikannya sebagai salah satu wilayah strategis dan vital dalam tatanan geografis serta pembangunan Jakarta secara keseluruhan. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, wilayah ini memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi penghubung langsung antara daratan Jakarta dengan kawasan perairan Laut Jawa. Secara geografis, Jakarta Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, menjadikannya pintu gerbang utama arus keluar-masuk barang dan jasa melalui jalur laut. Di sisi timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebuah daerah yang juga mengalami pertumbuhan pesat dalam bidang industri dan pemukiman. Di bagian selatan, Jakarta Utara berbatasan dengan tiga kota administrasi lainnya di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Ketiga wilayah ini memiliki hubungan yang erat dengan Jakarta Utara, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun transportasi. Sementara itu, di sebelah barat, Jakarta Utara bersisian dengan Kabupaten Tangerang, wilayah penyangga ibu kota yang juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan metropolitan Jabodetabek (Wijayanto & Hidayati, 2017).
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Sumber : BPS Jakarta Utara
		Table diatas menunjukkan bahwa Kota Jakarta Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.827.731 jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 16.361,35 jiwa per km². Artinya, dalam setiap satu kilometer persegi wilayah Jakarta Utara, rata-rata dihuni oleh lebih dari enam belas ribu orang. Namun, tingkat kepadatan penduduk ini tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Penjaringan tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi, yaitu 35.330,36 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Penjaringan merupakan kawasan yang sangat padat, dengan jumlah penduduk yang menempati setiap satuan luas wilayah jauh lebih besar dibandingkan kecamatan lain. Sebaliknya, Kecamatan Cilincing meskipun memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jakarta Utara, justru bukan yang paling padat. Kepadatan penduduk di Cilincing hanya sekitar 8.949,31 jiwa per km², lebih rendah dibandingkan kecamatan lain seperti Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok. Ini menandakan bahwa luas wilayah Cilincing lebih besar sehingga persebaran penduduknya tidak sepadat kecamatan lain yang wilayahnya lebih kecil namun dihuni oleh penduduk dalam jumlah besar.
Perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas wilayah, ketersediaan fasilitas umum, pusat kegiatan ekonomi, serta daya tarik kawasan sebagai tempat tinggal. Daerah dengan akses lebih baik ke pusat ekonomi dan fasilitas umum cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi
Karakteristik geografis Jakarta Utara yang didominasi oleh kawasan pesisir memberikan dampak besar terhadap pola kehidupan masyarakatnya. Banyak penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan, perikanan, dan perdagangan. Selain itu, wilayah ini juga menjadi rumah bagi Pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia (Zuhriah et al., 2022). Keberadaan pelabuhan ini menjadikan Jakarta Utara sebagai pusat logistik nasional dan internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama dalam bidang industri, distribusi, dan ekspor-impor. Namun, letaknya yang berada di dataran rendah dan dekat dengan garis pantai juga menjadikan Jakarta Utara rentan terhadap berbagai permasalahan lingkungan, terutama banjir dan rob. Setiap musim hujan dan saat terjadi pasang laut, sebagian wilayah Jakarta Utara kerap tergenang air, mengganggu aktivitas masyarakat dan menghambat laju pembangunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, seperti pembangunan tanggul laut, perbaikan sistem drainase, dan program normalisasi sungai.
Dari sisi administratif, Jakarta Utara terbagi menjadi enam kecamatan, yaitu Cilincing, Koja, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan, dan Kelapa Gading. Masing-masing kecamatan memiliki ciri khas tersendiri. Cilincing dan Koja, misalnya, dikenal sebagai kawasan industri dan pelabuhan, sementara Tanjung Priok adalah jantung kegiatan logistik. Pademangan dan Penjaringan memiliki peran penting dalam sektor pariwisata, dengan berbagai destinasi unggulan seperti Ancol, Dunia Fantasi, SeaWorld, dan pelabuhan bersejarah Sunda Kelapa. Kelapa Gading, di sisi lain, dikenal sebagai kawasan permukiman elit sekaligus pusat gaya hidup dan bisnis modern.
Seiring dengan perkembangan zaman, Jakarta Utara terus bertransformasi menjadi kawasan urban yang dinamis. Tantangan pembangunan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan hunian layak, pengelolaan lingkungan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai, menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Di tengah kompleksitas tersebut, Jakarta Utara tetap memegang peran penting sebagai pusat ekonomi, maritim, dan budaya yang tak terpisahkan dari wajah ibu kota negara.
1. Landscape Ekonomi Jakarta Utara
Jakarta Utara memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur ekonomi dan politik Provinsi DKI Jakarta. Dari sisi ekonomi, kawasan ini menjadi salah satu pusat kegiatan industri, perdagangan, dan logistik nasional. Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia, merupakan episentrum kegiatan ekonomi di Jakarta Utara. Pelabuhan ini menangani lebih dari 50% arus logistik nasional, menjadikannya vital dalam mendukung ekspor-impor serta distribusi barang kebutuhan pokok dan industri ke berbagai wilayah di Indonesia. Aktivitas di pelabuhan ini menciptakan multiplier effect bagi sektor-sektor lain, termasuk pergudangan, jasa transportasi, perbankan, serta asuransi (Gunawan  S & Yahya, 2018). 
Tak hanya sektor pelabuhan, Jakarta Utara juga menjadi rumah bagi Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cilincing, sebuah kawasan industri strategis yang menampung berbagai perusahaan manufaktur, mulai dari tekstil, elektronik, hingga otomotif. Kehadiran KBN menunjukkan bagaimana Jakarta Utara dikembangkan untuk menarik investasi dan mendukung kegiatan industri berorientasi ekspor. Di sisi lain, kawasan-kawasan seperti Sunter dan Kelapa Gading tumbuh sebagai sentra bisnis dan perkantoran yang mengintegrasikan fungsi komersial, ritel modern, dan perumahan menengah ke atas.
 Namun, potret pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara juga menyimpan tantangan struktural berupa ketimpangan spasial dan sosial ekonomi. Di tengah maraknya kawasan elit dengan infrastruktur modern, masih banyak dijumpai permukiman padat penduduk dan kawasan kumuh di sekitar Pluit, Penjaringan, dan Cilincing. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk komunitas nelayan di pesisir seperti Muara Angke, masih bergantung pada sektor informal dan sumber daya alam yang semakin tertekan oleh aktivitas industri, pencemaran, dan perubahan iklim.(Zamil et al., 2020). Sebagai respons atas dinamika ini, diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi Jakarta Utara yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya modernisasi kawasan industri dengan pendekatan ramah lingkungan, perlindungan terhadap ekonomi informal melalui regulasi dan fasilitasi, serta pembangunan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim. Program seperti revitalisasi kawasan nelayan, pengembangan ekonomi, dan integrasi sistem transportasi multimoda menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat   (Patria & Suwarta, 2023)
Dengan semua kelebihan dan tantangan tersebut, Jakarta Utara mencerminkan wajah ekonomi urban pesisir yang kompleks: di satu sisi modern dan terhubung global, namun di sisi lain masih dibayangi kesenjangan, kerentanan, dan ketidakseimbangan struktural. Menata ekonomi Jakarta Utara secara adil dan berkelanjutan berarti juga menata masa depan ekonomi Jakarta sebagai kota global yang tangguh dan inklusif. Pada akhirnya, Jakarta Utara mencerminkan kompleksitas sebuah kota pesisir global yang terus bergulat dengan tantangan ketimpangan, urbanisasi, dan tekanan ekologis. Ke depan, diperlukan pendekatan tata kelola yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Hanya dengan cara inilah, Jakarta Utara dapat benar-benar menjadi wilayah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil dan lestari bagi seluruh warganya.
2. Landscape Politik Jakarta Utara
Secara politik dan pemerintahan, Jakarta Utara adalah kota administrasi, yang berarti tidak memiliki DPRD sendiri. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Wali Kota yang ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Hal ini mencerminkan sistem desentralisasi terbatas di wilayah ibu kota, di mana keputusan strategis dan anggaran sebagian besar ditentukan oleh pemerintah provinsi. Meski demikian, dinamika politik lokal tetap hidup melalui interaksi warga dengan lurah, camat, dan tokoh masyarakat di tiap kelurahan dan kecamatan. Jakarta Utara juga menjadi lokasi yang kerap dikaitkan dengan isu-isu strategis nasional, seperti pembangunan reklamasi Teluk Jakarta, penataan permukiman nelayan, serta proyek-proyek infrastruktur nasional yang menyentuh wilayah pesisir (Mahardika, 2023). Jakarta Utara merupakan kota administrasi yang tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri, sehingga kepala pemerintahannya yakni wali kota diangkat langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, jabatan tersebut dipegang oleh Hendra Hidayat, dengan Juaini sebagai wakilnya. 
Dalam lanskap politik yang lebih luas, Jakarta Utara menjadi ruang kontestasi kepentingan yang kompleks. Kawasan ini mencakup beragam segmen masyarakat dari elit ekonomi di Kelapa Gading, kawasan industri di Tanjung Priok, hingga komunitas nelayan tradisional di Cilincing dan Penjaringan. Keragaman sosial ini memengaruhi dinamika politik lokal, terutama dalam pemilihan umum. Jakarta Utara kerap menjadi barometer kekuatan partai politik dan calon kepala daerah, dengan basis suara yang tersebar dan beragam. Isu-isu seperti ketimpangan pembangunan, banjir rob, relokasi permukiman kumuh, dan penggusuran lahan menjadi bahan kampanye yang intens diperdebatkan (Krishnawan, 2022).
Salah satu isu politik yang menonjol adalah pengelolaan kawasan pesisir yang melibatkan proyek-proyek besar seperti reklamasi pantai utara Jakarta. Proyek ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut konflik antara kepentingan investasi, keberlanjutan lingkungan, dan hak hidup komunitas nelayan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa periode kepemimpinan telah memiliki posisi yang berbeda-beda terkait proyek ini, mencerminkan adanya tarik-menarik politik antara pemerintah daerah, pusat, pengusaha, dan kelompok masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bagaimana Jakarta Utara menjadi locus penting dalam konflik kebijakan publik yang sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, Jakarta Utara juga memainkan peran penting dalam kebijakan maritim nasional. Dengan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu objek vital negara, banyak kebijakan strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, perdagangan luar negeri, dan pengelolaan pelabuhan bertumpu pada wilayah ini. Kondisi ini membuat Jakarta Utara menjadi ruang interseksi antara kebijakan lokal dan kebijakan nasional, sehingga dinamika politik di wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional.
Dalam konteks politik identitas, wilayah Jakarta Utara juga tidak lepas dari pengaruhnya. Beberapa peristiwa politik di masa lalu menunjukkan bagaimana isu-isu berbasis identitas, seperti agama, etnisitas, dan kelas sosial, ikut memainkan peran dalam kontestasi politik lokal. Kampanye-kampanye elektoral di wilayah ini seringkali melibatkan pendekatan populis maupun simbolik yang mencoba merangkul komunitas-komunitas tertentu demi meraih dukungan suara. Ke depan, Jakarta Utara akan terus menjadi kawasan strategis yang memainkan peran penting dalam politik ibu kota. Dengan tantangan urbanisasi yang semakin kompleks, perubahan iklim, serta ketimpangan sosial yang masih mencolok, kebijakan-kebijakan yang diterapkan di wilayah ini akan menjadi cerminan dari arah politik pembangunan Jakarta secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan politik yang inklusif, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial agar Jakarta Utara tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang berkelanjutan dan demokratis bagi seluruh warganya.
3. Landscape Sosial Jakarta Utara
Jakarta Utara memiliki lanskap yang sangat beragam. Wilayah pesisirnya didominasi oleh pelabuhan, permukiman nelayan, dan area reklamasi yang dikembangkan untuk kawasan bisnis dan residensial elite, seperti Pantai Indah Kapuk (PIK). Di sisi selatan dan timur wilayah, tampak padatnya kawasan industri dan pemukiman padat penduduk. Jakarta Utara juga dikenal sebagai wilayah dengan keragaman etnis yang tinggi, termasuk komunitas Betawi, Tionghoa, Bugis, Jawa, dan etnis lainnya, yang hidup berdampingan dan turut membentuk dinamika sosial yang khas. Keragaman ini tercermin dalam budaya lokal, arsitektur bangunan, hingga kehidupan keagamaan masyarakatnya. Secara keseluruhan, Jakarta Utara adalah wilayah yang mencerminkan kompleksitas kota pesisir modern dengan tantangan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakatnya (Pricilla et al., 2022).
Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah yang paling beragam secara sosial dan budaya di antara lima kota administrasi DKI Jakarta. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, wilayah ini menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang etnis, agama, dan kelas sosial yang berbeda, menciptakan sebuah mosaik sosial yang dinamis namun kompleks. Secara historis, Jakarta Utara telah menjadi kawasan permukiman bagi para pendatang, baik dari dalam maupun luar negeri. Kawasan seperti Penjaringan dan Pluit, misalnya, memiliki komunitas Tionghoa yang cukup dominan, sementara daerah seperti Cilincing dan Koja dihuni oleh komunitas Betawi, Jawa, Bugis, hingga pendatang dari kawasan timur Indonesia. Keberagaman ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mulai dari rumah ibadah berbagai agama yang berdiri berdampingan, tradisi lokal yang tetap hidup, hingga interaksi multikultural dalam pasar tradisional, sekolah, dan ruang publik lainnya.
Namun, keragaman sosial ini juga berhadapan dengan ketimpangan yang mencolok. Jakarta Utara menunjukkan polarisasi yang tajam antara kelompok masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Di satu sisi, terdapat kawasan elit seperti Kelapa Gading, Sunter, dan Pantai Indah Kapuk yang menawarkan gaya hidup modern dengan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan kelas dunia. Di sisi lain, masih banyak ditemukan kawasan permukiman padat, kumuh, dan rentan di sepanjang garis pantai, terutama di wilayah Muara Baru, Warakas, atau Marunda, yang dihuni oleh nelayan tradisional, buruh pelabuhan, dan pekerja sektor informal. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar menjadi persoalan utama dalam lanskap sosial Jakarta Utara. Di banyak wilayah, masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi keterbatasan dalam hal pendidikan berkualitas, sanitasi, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Fenomena ini diperparah oleh urbanisasi cepat dan tekanan terhadap ruang hidup yang menyebabkan munculnya kawasan permukiman liar dan rawan bencana, terutama di daerah pesisir yang terancam banjir rob dan abrasi.
Persoalan sosial lainnya adalah kerentanan terhadap penggusuran. Dalam upaya penataan kota, banyak permukiman informal di Jakarta Utara yang menjadi sasaran relokasi. Proses ini seringkali dilakukan tanpa partisipasi masyarakat secara penuh, sehingga memicu konflik sosial dan rasa kehilangan identitas komunitas. Masyarakat yang terdampak penggusuran bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga akses terhadap sumber penghidupan, jaringan sosial, dan ruang budaya. Namun demikian, Jakarta Utara juga menjadi saksi bagi berbagai bentuk solidaritas sosial dan resistensi warga. Komunitas nelayan, organisasi warga, dan LSM lokal aktif memperjuangkan hak atas ruang, lingkungan yang bersih, serta keterlibatan dalam perencanaan kota. Contohnya adalah gerakan warga Muara Angke yang menolak reklamasi pantai, atau program pemberdayaan masyarakat melalui koperasi nelayan dan bank sampah yang mulai tumbuh di beberapa RW.
Dalam bidang sosial keagamaan, Jakarta Utara juga menunjukkan dinamika kohesi sosial yang relatif stabil meskipun penuh tantangan. Interaksi antaragama dan antarbudaya relatif harmonis, namun tetap rentan terhadap provokasi, terutama dalam momen politik tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk terus memperkuat dialog sosial, pendidikan multikultural, dan inklusivitas kebijakan publik. Ke depan, tantangan sosial Jakarta Utara tidak bisa dipisahkan dari perencanaan kota yang adil dan manusiawi. Pendekatan pembangunan yang menekankan keadilan spasial, penguatan komunitas lokal, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi kunci untuk menciptakan wilayah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga sehat secara sosial. Jakarta Utara, dengan segala kompleksitasnya, menyimpan potensi besar sebagai model kota pesisir inklusif yang merangkul keberagaman dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua.
B. [bookmark: _Toc200540692][bookmark: _Toc200574134][bookmark: _Toc202219469]Profil Kesbangpol Jakarta Utara

Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan institusi pemerintah yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik serta memperkuat semangat kebangsaan di wilayah yang kompleks dan multikultural ini. Berkantor di Blok P Lantai 8, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Yos Sudarso No. 27–29, RT 19/RW 5, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, lembaga ini menjalankan tugasnya di tengah masyarakat urban yang dinamis dan heterogen. Saat ini, jabatan Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Utara diemban oleh Yunus Burhan, yang mulai menjabat sejak bulan Juni 2022. Di bawah kepemimpinannya, Kesbangpol terus memperkuat peran strategisnya sebagai penjaga harmoni sosial dan penguat nilai-nilai kebangsaan, serta sebagai penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Struktur organisasi Kesbangpol Jakarta Utara terdiri atas beberapa unit penting yang mendukung operasional lembaga secara keseluruhan. Salah satu unit tersebut adalah Subbagian Tata Usaha, yang memiliki peran administratif penting dalam memastikan kelancaran kegiatan birokrasi dan pelayanan internal. Selain itu, terdapat tiga subbidang teknis yang mengemban fungsi substansial dalam pelaksanaan tugas Kesbangpol. Pertama, Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Politik, yang berfokus pada pembinaan nilai-nilai Pancasila, peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat, serta pengelolaan dinamika politik di wilayah Jakarta Utara. Kedua, Subbidang Kewaspadaan, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta koordinasi dengan unsur terkait untuk mencegah gangguan sosial-politik. Ketiga, Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan, yang berperan dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat melalui pendekatan lintas sektor dan penguatan ketahanan lokal.
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran vital dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat semangat kebangsaan, serta memastikan terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, damai, dan harmonis. Di tingkat nasional maupun daerah, Kesbangpol hadir sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam ranah ideologi, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, dan ketahanan sosial budaya (Dhany Asmara Hidayat et al., 2023). Di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara, peran Kesbangpol menjadi sangat penting karena letak geografis dan kompleksitas sosial masyarakatnya yang begitu beragam. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di tingkat kota, Suku Badan Kesbangpol Jakarta Utara menjalankan berbagai fungsi strategis. Fungsi-fungsi ini mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila, fasilitasi partisipasi politik masyarakat, serta pengawasan terhadap dinamika organisasi kemasyarakatan. Kesbangpol juga menjadi institusi yang menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan lembaga sosial lainnya (Idrus & Lukito, 2024). 
Kesbangpol Jakarta Utara menjalankan peran sebagai motor penggerak dalam menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif. Melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan partisipatif, lembaga ini aktif membangun sinergi dengan masyarakat guna memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Kesbangpol tidak hanya sekadar melakukan pemantauan terhadap potensi konflik dan pergerakan politik lokal, tetapi juga turun langsung ke lapangan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga toleransi, semangat gotong royong, dan ketaatan pada konstitusi negara.
Beberapa kegiatan konkret yang dijalankan antara lain sosialisasi Undang-Undang Pemilu dan partisipasi politik yang sehat, pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika, hingga penyuluhan terhadap bahaya radikalisme dan penyalahgunaan narkoba. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di tingkat lokal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas negara secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif, Kesbangpol Jakarta Utara menempatkan diri sebagai mitra strategis masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif, aman, dan berkeadilan. Dalam dinamika pembangunan yang terus berkembang, peran Kesbangpol sebagai pengawal nilai-nilai kebangsaan tetap relevan dan bahkan semakin penting di tengah tantangan globalisasi, disinformasi digital, dan potensi disintegrasi sosial (Yanis, 2023).
1. [bookmark: _Toc200540693][bookmark: _Toc200574135][bookmark: _Toc202219470]Visi, Misi, dan Tujuan
a. Visi dan misi
Sebagai lembaga pelaksana pemerintahan yang bergerak di bidang kesatuan bangsa dan politik, kami berkomitmen untuk menjalankan peran secara profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Visi Kesbangpol Jakarta Utara adalah mewujudkan kehidupan masyarakat Jakarta Utara yang harmonis, demokratis, serta berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Visi ini menjadi dasar pijakan dalam setiap langkah dan kebijakan yang kami ambil, demi memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap hidup dan relevan dalam setiap aspek kehidupan warga.
Untuk mencapai visi tersebut, menetapkan sejumlah misi strategis yang mencerminkan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan sosial-politik di wilayah Jakarta Utara. Pertama, kami berupaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila serta wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi sarana utama untuk menanamkan semangat cinta tanah air, toleransi, dan semangat kebersamaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Kedua, memperkuat ketahanan sosial dan budaya melalui pembinaan kerukunan antar umat beragama serta mendorong toleransi antar kelompok masyarakat. Dengan membangun ruang-ruang dialog dan kerja sama lintas agama serta budaya, menciptakan atmosfer sosial yang damai dan inklusif, sehingga keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan pemersatu.
ketiga adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Demokrasi yang kuat hanya dapat tumbuh dari masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, kami membuka ruang-ruang partisipatif dan memperkuat literasi politik agar setiap warga memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik. Selanjutnya, kami menjalin koordinasi yang sinergis dengan berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta lembaga-lembaga lokal lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang kokoh, melalui kolaborasi yang saling menguatkan antara pemerintah dan masyarakat sebagai mitra strategis.
Terakhir, melaksanakan fungsi kewaspadaan dini guna mencegah dan menangani potensi konflik sosial dan politik. Melalui sistem pemantauan yang responsif dan kerja sama yang solid dengan aparat dan masyarakat, kami berupaya menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, serta memastikan bahwa setiap potensi gangguan dapat diatasi secara cepat, tepat, dan tanpa menimbulkan gejolak. Dengan menjalankan misi-misi tersebut secara konsisten dan integratif, kami optimis dapat mewujudkan Jakarta Utara sebagai wilayah yang damai, bersatu, dan demokratis di mana nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dijunjung tinggi, tetapi juga menjadi landasan utama dalam kehidupan bersama.
2. [bookmark: _Toc200540694][bookmark: _Toc200574136][bookmark: _Toc202219471]Tujuan
Dalam upaya mewujudkan Jakarta Utara sebagai wilayah yang aman, harmonis, dan demokratis, kami menempatkan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta semangat persatuan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Tujuan strategis yang kami rumuskan mencerminkan tekad untuk membina masyarakat yang tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan secara konseptual, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa terwujudnya masyarakat Jakarta Utara yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan adalah kunci utama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan berkelanjutan. Kesadaran kebangsaan tersebut tidak hanya memperkuat jati diri warga, tetapi juga menjadi benteng moral yang mampu menangkal berbagai ancaman disintegrasi dan konflik horizontal. Di tengah keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial masyarakat Jakarta Utara, semangat persatuan menjadi perekat yang harus terus dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Oleh karena itu, kami terus mendorong berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, dialogis, dan partisipatif agar nilai-nilai kebangsaan senantiasa tumbuh dan berkembang di seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, kami memandang pentingnya ketentraman dan ketertiban sosial sebagai prasyarat utama bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan pembangunan daerah. Pengelolaan dinamika sosial-politik yang responsif dan proaktif menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas wilayah. Kami tidak hanya bertindak saat konflik muncul, tetapi juga menempatkan kewaspadaan dini sebagai pilar penting dalam mencegah terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Dengan mengedepankan pendekatan dialogis, analisis sosial yang mendalam, serta keterlibatan masyarakat, kami berusaha menciptakan suasana sosial yang aman, tenteram, dan kondusif bagi seluruh warga Jakarta Utara. Partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari masyarakat juga menjadi tujuan penting yang ingin kami capai. Kami meyakini bahwa demokrasi tidak dapat tumbuh subur tanpa keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka ruang dan kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam proses pembangunan politik yang sehat dan berkeadilan. Melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan politik, serta penguatan kapasitas masyarakat, kami mendorong terciptanya warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, serta mampu berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di wilayahnya.
Lebih jauh lagi, kami juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kesatuan bangsa dan stabilitas politik. Kolaborasi ini bukan hanya sekadar hubungan formal antara institusi, melainkan bentuk nyata dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam konteks Jakarta Utara, kerja sama yang sinergis menjadi kekuatan kolektif untuk menghadapi berbagai tantangan sosial-politik yang terus berkembang. Dengan mengintegrasikan keempat tujuan ini peningkatan kesadaran kebangsaan, pemeliharaan ketertiban sosial, partisipasi politik masyarakat, dan penguatan kerja sama lintas actor kami bertekad untuk terus menjaga Jakarta Utara sebagai wilayah yang kokoh dalam nilai persatuan, tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, dan demokratis dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.
Lembaga pelaksana pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Jakarta Utara berkomitmen untuk menjadi institusi yang profesional dan terpercaya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, serta berlandaskan persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan, lembaga ini berperan aktif dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya, terutama dengan membina kerukunan antar umat beragama dan toleransi antar kelompok masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan demokrasi yang sehat menjadi fokus utama, didukung oleh koordinasi sinergis antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Dalam menghadapi potensi konflik sosial dan politik, lembaga ini juga melaksanakan kewaspadaan dini sebagai langkah preventif dan responsif. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya masyarakat Jakarta Utara yang sadar akan nilai-nilai kebangsaan, terciptanya ketentraman dan ketertiban sosial, serta kerja sama yang kuat antar berbagai elemen masyarakat demi menjaga kesatuan bangsa dan stabilitas politik secara berkelanjutan.
3. [bookmark: _Toc200540695][bookmark: _Toc200574137][bookmark: _Toc202219472]Wilayah Kerja dan Lingkup Tugas
Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh kawasan administratif di Jakarta Utara, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat kegiatan industri, pelabuhan, serta permukiman padat penduduk dengan keberagaman budaya dan sosial yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, Kesbangpol berperan sebagai garda terdepan yang menjaga dan memelihara harmoni sosial serta stabilitas politik di tengah dinamika masyarakat yang kompleks dan beragam.
Dalam kondisi tersebut, Kesbangpol hadir sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran sebagai penjaga harmoni sosial dan stabilitas politik. Mereka berada di garis depan dalam memastikan bahwa keberagaman di Jakarta Utara menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Tugas mereka jauh melampaui pengawasan formal terhadap kehidupan politik. Kesbangpol secara aktif melakukan pembinaan terhadap nilai-nilai ideologis bangsa, terutama penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, agar masyarakat memiliki landasan moral dan intelektual yang kokoh dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.(Ramadhan & Ahmad, 2023). Lebih dari itu, Kesbangpol juga menjadi motor penggerak dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Melalui berbagai program dan pendekatan partisipatif, mereka mendorong terwujudnya toleransi yang sejati antarumat beragama, antar-etnis, dan antar kelompok sosial. Upaya ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dijalankan dengan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan dan dinamika masyarakat. Mereka menyelenggarakan forum-forum dialog lintas agama, kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan, hingga pelatihan untuk meningkatkan kesadaran kebangsaan di kalangan generasi muda.
Sebagai bagian dari peran strategisnya, Kesbangpol juga bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam banyak kasus, mereka berperan aktif dalam membangun sinergi antara berbagai aktor sosial dan politik, menciptakan ruang kolaborasi yang memungkinkan berbagai kepentingan dapat disatukan demi tujuan bersama: menjaga perdamaian, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dalam situasi yang berpotensi memicu ketegangan, Kesbangpol turut serta sebagai pihak penengah, menjaga dialog tetap terbuka, dan mendorong penyelesaian damai. Kesbangpol juga mengawasi dan membina organisasi kemasyarakatan agar tetap berjalan sesuai regulasi, serta mendorong agar keberadaan ormas benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Mereka memastikan bahwa ormas tidak menjadi alat kepentingan sempit atau pemicu konflik, tetapi menjadi mitra strategis dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai.
Secara keseluruhan, lingkup kerja Kesbangpol Jakarta Utara sangat luas dan menuntut kepekaan serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial politik yang terjadi di lapangan. Mereka berupaya membangun sistem komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, mulai dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemuda dan organisasi kemasyarakatan, demi menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan dedikasi tinggi, Kesbangpol Jakarta Utara hadir sebagai pilar penting dalam menjaga kesatuan dan stabilitas di wilayah yang dinamis ini.
C. [bookmark: _Toc200540696][bookmark: _Toc200574138][bookmark: _Toc202219473]Tugas dan Fungsi Kesbangpol
1. [bookmark: _Toc200540697][bookmark: _Toc200574139][bookmark: _Toc202219474]Penanganan Konflik Sosial
Konflik sosial merupakan salah satu tantangan kompleks dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mengancam ketertiban umum, stabilitas politik, serta merusak tatanan sosial yang telah terbangun. Konflik semacam ini dapat timbul dari berbagai faktor seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), ketimpangan sosial-ekonomi, kepentingan politik, ataupun kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya (Putri et al., 2024). Ketika tidak ditangani dengan tepat, konflik sosial dapat berkembang menjadi aksi kekerasan, perpecahan antar kelompok, hingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang besar bagi masyarakat dan daerah.
Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dan vital sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Fungsi Kesbangpol tidak hanya bersifat reaktif ketika konflik telah terjadi, tetapi juga lebih menekankan pada pendekatan preventif (pencegahan) dan responsif (penanganan cepat). Hal ini dilakukan guna menciptakan kondisi sosial yang damai dan berkelanjutan, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang rukun dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Langkah awal dalam pelaksanaan tugas ini adalah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan secara komprehensif terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilandasi dengan pengumpulan data yang akurat, analisis sosial-politik yang tajam, serta pemantauan langsung terhadap dinamika di lapangan. Wilayah yang terindikasi memiliki potensi konflik diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian khusus melalui intervensi kebijakan dan program pembinaan yang bersifat menyeluruh (Agustina & Mulyadi, 2020). 
Setelah proses pemetaan dilakukan, Kesbangpol kemudian menyusun berbagai langkah strategis yang adaptif dan kontekstual. Strategi ini dirancang tidak hanya secara teknokratis, tetapi juga memperhatikan kearifan lokal dan dinamika sosial yang berkembang. Salah satu pendekatan utama adalah pelibatan aktif para pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, aparat keamanan, serta unsur pemerintah lainnya. Kolaborasi multisektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penanganan konflik dilakukan secara partisipatif, transparan, dan menyentuh akar persoalan.
Salah satu pendekatan utama dalam penanganan konflik adalah dengan fasilitasi dialog, komunikasi, dan mediasi antar kelompok yang berpotensi mengalami perselisihan. Melalui pendekatan ini, Kesbangpol berperan sebagai jembatan komunikasi yang netral dan solutif, guna mencegah eskalasi konflik menjadi lebih luas. Selain itu, Kesbangpol juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menanamkan nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan semangat persaudaraan antar warga (Rai Setiabudhi et al., 2018).
Tidak hanya menangani konflik yang sudah muncul, Kesbangpol juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala atas dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Semua informasi tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah dalam merespons potensi ancaman secara cepat dan tepat. Dengan demikian, penanganan konflik sosial menjadi bagian integral dari upaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat.
2. [bookmark: _Toc200540698][bookmark: _Toc200574140][bookmark: _Toc202219475]Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat
Sejalan dengan upaya penanganan konflik sosial, Kesbangpol juga menjalankan fungsi penting dalam pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban sebelum terjadi. Salah satu aspek krusial dalam tugas Kesbangpol adalah pelaksanaan fungsi kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial dan politik. Dengan pendekatan berbasis intelijen sosial, mereka secara aktif memantau perkembangan situasi di lapangan, menganalisis pola-pola sosial yang muncul, serta bekerja sama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal untuk mengambil langkah preventif sebelum masalah berkembang menjadi konflik terbuka. Pendekatan ini mencerminkan kepekaan institusi terhadap dinamika yang terus berubah di masyarakat urban yang kompleks seperti Jakarta Utara.
Fungsi ini bertujuan menciptakan sistem deteksi dan respons yang cepat terhadap segala bentuk ancaman, baik yang bersifat sosial, politik, ideologis, maupun budaya. Pelaksanaan kewaspadaan dini merupakan salah satu aspek strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan informasi secara menyeluruh dan cermat dari berbagai lapisan masyarakat dan institusi. Informasi diperoleh tidak hanya dari lembaga formal pemerintahan, tetapi juga dari jaringan informal yang tersebar di tengah masyarakat, seperti tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kelompok pemuda dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemetaan sosial yang akurat terhadap potensi-potensi gangguan yang mungkin muncul, baik dalam bentuk konflik horizontal, intoleransi, radikalisme, maupun pergeseran nilai sosial budaya (Nurmawati, 2024)
Dalam konteks ini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) memainkan peran krusial sebagai ujung tombak pelaksanaan kewaspadaan dini. Forum ini dibentuk berdasarkan regulasi resmi, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas deteksi dini dan pencegahan potensi konflik. FKDM bersifat representatif karena terdiri dari elemen-elemen masyarakat yang memahami secara langsung kondisi sosial di lingkungannya masing-masing. Keberadaan FKDM di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan memungkinkan terciptanya jejaring informasi yang luas dan efektif (Hakim & Dewanti, 2020). 
Sebagai simpul informasi masyarakat, FKDM berperan tidak hanya dalam mendeteksi potensi gangguan, tetapi juga dalam membangun komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah. FKDM menjadi wadah partisipatif yang menampung aspirasi serta kekhawatiran masyarakat, yang kemudian diolah menjadi laporan strategis dan disampaikan kepada instansi terkait seperti Kesbangpol, aparat keamanan, dan kepala daerah. Dengan pendekatan ini, respon terhadap potensi konflik dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga berbagai permasalahan dapat diredam sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
FKDM juga menjalankan fungsi edukatif melalui sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, semangat persatuan, serta pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Forum ini sering mengadakan dialog kebangsaan, pelatihan mediasi konflik, serta kerja sama dengan tokoh lintas agama dan budaya, untuk memperkuat ketahanan masyarakat dari dalam. Dengan sistem yang terorganisir, responsif, dan berbasis partisipasi masyarakat, kewaspadaan dini melalui FKDM tidak hanya mampu mencegah munculnya konflik, tetapi juga membangun budaya damai, memperkuat identitas kebangsaan, serta menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah sebagai fondasi bagi terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.
Kesbangpol juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya stabilitas dan keamanan, serta mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menjaga lingkungan sosialnya dari potensi gangguan. Selain itu, Kesbangpol menjalin sinergi dengan aparat keamanan, lembaga intelijen, dan organisasi masyarakat sipil, guna membentuk jaringan kewaspadaan yang solid dan tanggap terhadap ancaman. Informasi dan analisis yang diperoleh melalui proses kewaspadaan dini ini kemudian diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada pimpinan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi dan responsif, pelaksanaan kewaspadaan dini oleh Kesbangpol menjadi garda terdepan dalam mencegah konflik, mengurangi risiko, dan membangun masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai dinamika sosial.







[bookmark: _Toc200540699][bookmark: _Toc200574141][bookmark: _Toc202219476]BAB IV
[bookmark: _Toc200540700][bookmark: _Toc200574142][bookmark: _Toc202219477]PRAKTEK KOLABORASI PENYELESAIAN KONFLIK OLEH KESBANGPOL JAKARTA UTARA

Bab ini membahas secara menyeluruh mengenai praktik kolaborasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Jakarta Utara dalam upaya penyelesaian konflik sosial. Fokus utama bab ini adalah bagaimana Kesbangpol berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui kerja sama yang terstruktur bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Dalam bab ini, dijelaskan tahapan dan bentuk kolaborasi, metode yang digunakan seperti pendekatan koordinasi dan konsultasi, serta keterlibatan berbagai aktor seperti tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan ormas dalam menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil nyata dari kolaborasi tersebut, termasuk data konflik yang berhasil ditekan di berbagai wilayah Jakarta Utara.

A. [bookmark: _Toc200540702][bookmark: _Toc200574143][bookmark: _Toc202219478]Sejarah dan tahapan Dimulainya Kolaborasi Kesbangpol dan FKDM
Dalam upaya menjaga stabilitas dan ketenteraman di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, pemerintah membutuhkan sebuah sistem yang tidak hanya reaktif, tetapi juga bersifat antisipatif. Sistem tersebut harus mampu mengenali potensi gangguan sejak masih berupa gejala awal, sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Di sinilah pentingnya sistem deteksi dini, yakni sebuah mekanisme yang dirancang untuk membaca, memahami, dan merespons berbagai indikator sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari strategi deteksi dini ini adalah kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kerja sama ini bukanlah sekadar formalitas kelembagaan, melainkan merupakan manifestasi dari pendekatan partisipatif dalam tata kelola keamanan dan ketertiban wilayah. FKDM yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat memiliki akses langsung terhadap dinamika sosial yang terjadi di tingkat akar rumput, sementara Kesbangpol berfungsi sebagai pengelola kebijakan dan koordinator di tingkat pemerintahan. Sinergi antara keduanya menciptakan jembatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun sistem kewaspadaan kolektif.
Dengan demikian, keberadaan FKDM bukan hanya sebagai mitra pasif pemerintah, tetapi sebagai aktor kunci dalam membangun sistem peringatan dini berbasis komunitas. Mereka dihimpun dari tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, akademisi, dan berbagai unsur lainnya yang memiliki pengaruh dan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial di lingkungannya masing-masing. Informasi yang mereka peroleh dari masyarakat, ketika dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis oleh Kesbangpol, dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap situasi nyata di lapangan.
Lebih dari itu, kolaborasi ini juga mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keutuhan bangsa. Di tengah berbagai tantangan seperti meningkatnya polarisasi sosial, ancaman radikalisme, penyebaran hoaks, hingga potensi konflik horizontal, keberadaan sistem deteksi dini yang melibatkan masyarakat menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara Kesbangpol dan FKDM tidak hanya penting dalam konteks teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan nasional yang berakar pada kesadaran dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
[bookmark: _Hlk199781241]Berikut sebagai mana hasil wawancara :
“Kolaborasi ini sebenarnya berangkat dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke kecamatan dan kelurahan. FKDM menjadi mitra strategis kami dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban.”
[bookmark: _Hlk200567143](Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak R. Sony Triwibawa, SH, M.Pd., perwakilan dari Kesbangpol, pembentukan FKDM merupakan tindak lanjut dari regulasi tersebut yang bertujuan membangun sistem deteksi dan pencegahan dini atas potensi ancaman, baik yang bersifat sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. FKDM dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Keberadaannya tidak hanya sebagai pelengkap struktur pemerintahan, tetapi menjadi mitra strategis Kesbangpol dalam menjalankan fungsi kewaspadaan dini. Dalam implementasinya, FKDM tidak hanya mengumpulkan informasi dari masyarakat, tetapi juga mengkoordinasikannya dan melaporkannya sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
Proses kolaborasi ini dimulai sejak tahap pembentukan FKDM melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, dilanjutkan dengan pelantikan dan pembentukan pengurus di masing-masing tingkatan wilayah. Kesbangpol kemudian mengambil peran sebagai fasilitator, yang tidak hanya mengarahkan dan mendampingi, tetapi juga membangun jaringan koordinasi antara FKDM dan berbagai instansi terkait seperti Kejaksaan, BIN, hingga Imigrasi. Seiring waktu, kolaborasi ini berkembang menjadi hubungan kerja yang erat dan berkesinambungan, di mana FKDM menjadi ujung tombak pelaporan dan pemetaan potensi konflik di masyarakat, sedangkan Kesbangpol memastikan agar setiap temuan tersebut dapat direspons secara tepat melalui kebijakan daerah yang efektif dan berbasis data lapangan.
Sinergi antara Kesbangpol dan FKDM tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi, melainkan mencakup penyusunan rencana aksi bersama, pelatihan kewaspadaan, serta simulasi penanganan konflik sosial. Kehadiran FKDM di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota menjadikan jaringan ini sangat efektif dalam menyampaikan laporan secara cepat, akurat, dan berbasis data lapangan.
Dengan adanya sistem deteksi dini yang aktif dan responsif, pemerintah daerah dapat melakukan langkah preventif sebelum gangguan sosial berkembang menjadi konflik terbuka. Ini sejalan dengan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih menekankan pada pencegahan daripada penindakan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya menciptakan ketenteraman dan keamanan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Keberhasilan kolaborasi ini tentu membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas SDM FKDM, optimalisasi sistem pelaporan berbasis teknologi, dan peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi beberapa hal penting yang harus terus dikembangkan. Hanya dengan itulah, sistem kewaspadaan dini dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah dari berbagai potensi ancaman yang mungkin timbul.
Lanjutan Wawancara dengan Pak Sonny :
“Di Jakarta Utara, kolaborasi antara Kesbangpol dengan FKDM berjalan cukup aktif. Salah satu momentum penting adalah saat Wakil Walikota Jakarta Utara mengukuhkan 276 anggota FKDM se Jakarta Utara. Itu menjadi titik penguatan sinergi lintas sektor antara FKDM, Kesbangpol, dan unit unit terkait.”
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)

Di Jakarta Utara, kolaborasi antara Kesbangpol dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah terimplementasi secara nyata dan aktif di lapangan. Salah satu momentum penting yang mencerminkan solidnya sinergi ini terjadi ketika Wakil Walikota Jakarta Utara secara resmi mengukuhkan sebanyak 276 anggota FKDM yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta Utara. Pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi simbol penguatan koordinasi dan konsolidasi lintas sektor dalam rangka memperkuat sistem kewaspadaan dini di tengah masyarakat.
Momentum ini menjadi tonggak strategis bagi FKDM dalam mengemban peran sebagai mitra aktif pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan sosial sejak dini. Kehadiran Wakil Walikota dalam proses pengukuhan menegaskan dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap peran FKDM, sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan mulai dari Kesbangpol, kecamatan, kelurahan, hingga unsur penegak hukum dan lembaga masyarakat lainnya. Dengan dikukuhkannya ratusan anggota FKDM, ruang gerak forum ini menjadi semakin luas dan terstruktur. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menghimpun informasi, melakukan analisis situasi sosial, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan yang berbasis kondisi nyata di masyarakat. Lebih dari itu, keterlibatan aktif FKDM juga membantu membangun budaya partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban wilayahnya.
Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana kolaborasi antara Kesbangpol dan FKDM tidak bersifat eksklusif, melainkan terbuka terhadap keterlibatan unit-unit terkait lainnya. Sinergi ini memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih cepat, respons yang lebih tepat, serta kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Dengan semangat gotong royong dan kepekaan sosial yang tinggi, Jakarta Utara telah menunjukkan contoh praktik baik dalam membangun sistem kewaspadaan dini yang inklusif dan berdaya tahan.
Tahapan kolaborasi ini biasanya dimulai dengan pembentukan dan pelantikan pengurus FKDM di tingkat kelurahan dan kecamatan, seperti yang terjadi di Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah pembentukan, Kesbangpol bersama FKDM melakukan berbagai kegiatan bersama, misalnya bakti sosial pemeriksaan dan pengobatan gratis yang melibatkan PMI Jakarta Utara, FKDM, serta dukungan dari instansi lain. Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi yang erat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, FKDM di Jakarta Utara juga aktif dalam mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi terkait potensi ancaman keamanan dan sosial, membantu pemerintah daerah dalam mendeteksi dini dan mencegah konflik sosial. Kesbangpol berperan sebagai fasilitator dan pengarah dalam kegiatan FKDM, termasuk dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
B. [bookmark: _Toc200574144][bookmark: _Toc202219479]Metode dalam Praktik Kolaborasi 
Dengan menghadapi dinamika sosial masyarakat modern, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah potensi konflik, dan membangun ketahanan wilayah secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci strategis dalam membentuk sistem kewaspadaan dini yang tangguh, terutama di tengah tantangan zaman seperti meningkatnya arus informasi digital, disinformasi, serta potensi gesekan antar kelompok sosial. 
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan salah satu wujud konkret dari model kolaborasi tersebut sebuah forum yang berbasis komunitas dan dibentuk untuk mendeteksi serta mencegah berbagai potensi gangguan di lingkungan masyarakat sejak dini. Sebagai mitra pemerintah daerah, FKDM berperan aktif di tingkat akar rumput, membangun komunikasi, menyerap aspirasi, dan menyampaikan laporan yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Untuk menggambarkan bagaimana kolaborasi ini berjalan secara nyata di lapangan, khususnya di wilayah Jakarta Utara
Dalam Wawancara Tersebut menjelaskan:
“FKDM juga melakukan kegiatan bersama seperti edukasi masyarakat, bakti sosial, hingga deteksi dini konflik sosial. Peran kami di lapangan sangat erat, karena kami yang langsung bersentuhan dengan warga dan lingkungan.”
(Wawancara, Pak Anugerah Huda : Ketua FKDM 2024, Tanggal April)

Dalam wawancara tersebut, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2024, Bapak Anugerah Huda, menekankan betapa penting dan luasnya peran FKDM dalam menjaga ketenteraman dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa FKDM tidak hanya berfungsi sebagai mata dan telinga pemerintah dalam upaya deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, tetapi juga sebagai jembatan langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat akar rumput. Menurutnya, FKDM bergerak secara aktif di lapangan, menyatu dalam dinamika kehidupan warga, dan hadir dalam berbagai aktivitas sosial yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kewaspadaan.
Pernyataan menggambarkan bahwa FKDM tidak beroperasi dalam ruang tertutup atau eksklusif, melainkan berada dalam interaksi langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kegiatan edukasi yang dilakukan FKDM, misalnya, sering kali menyasar berbagai kelompok masyarakat dari pemuda, tokoh agama, hingga warga biasa untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga harmoni sosial, menolak provokasi, dan menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan. Edukasi ini menjadi bekal penting dalam membangun ketahanan sosial dari bawah, sehingga masyarakat mampu menjadi garda pertama dalam mendeteksi dan meredam potensi konflik sejak dini. 
Selain itu, FKDM juga rutin menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, seperti kerja bakti lingkungan, santunan kepada warga kurang mampu, atau bantuan dalam situasi bencana. Kegiatan ini bukan sekadar aksi kemanusiaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarwarga, membangun kepercayaan sosial, dan menciptakan ruang dialog yang terbuka. Dengan hadir dalam momen-momen kebersamaan semacam itu, anggota FKDM memiliki akses langsung untuk mendengar aspirasi, keluhan, maupun potensi gesekan sosial yang mungkin sedang berkembang di masyarakat.
Bapak Anugerah Huda juga menekankan bahwa "peran kami di lapangan sangat erat, karena kami yang langsung bersentuhan dengan warga dan lingkungan." Pernyataan ini menunjukkan kedekatan emosional dan keterlibatan personal anggota FKDM dengan komunitas yang mereka layani. Mereka bukan orang luar, melainkan bagian dari masyarakat itu sendiri yang memahami konteks lokal, mengenali dinamika sosial, serta mampu membaca tanda-tanda awal ketegangan sosial secara lebih cepat dan akurat daripada sistem formal yang lebih birokratis. Kepekaan semacam inilah yang menjadikan FKDM sebagai elemen strategis dalam sistem kewaspadaan dini di daerah. Kehadiran FKDM di lapangan, dengan segala kegiatan sosial dan edukatif yang dijalankan, menunjukkan bahwa deteksi dini bukan hanya soal mengumpulkan data atau laporan, melainkan soal membangun hubungan yang sehat dan produktif antara masyarakat dengan pemerintah. FKDM menjadi wadah yang memadukan pendekatan keamanan berbasis komunitas dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang hidup di tengah masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, apa yang disampaikan oleh Ketua FKDM ini menjadi gambaran tentang bagaimana sebuah forum masyarakat dapat bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang menjaga harmoni dan kestabilan di tingkat akar rumput. Di tengah berbagai tantangan zaman seperti meningkatnya penggunaan media sosial, ancaman disinformasi, dan gesekan horizontal keberadaan FKDM yang aktif dan responsif menjadi semakin vital. Mereka bukan hanya pemantau sosial, tetapi juga penjaga nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas warga.
1. [bookmark: _Toc200574145][bookmark: _Toc202219480]Pendekatan Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi adalah proses menyelaraskan dan menyinkronkan tindakan serta upaya individu, tim, dan unit organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Mekanisme koordinasi memungkinkan penyelarasan ini melalui struktur organisasi yang mendukung interaksi dan praktik terkoordinasi. (Anjar, 2011). Dalam konteks organisasi, koordinasi bertujuan untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran, mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan, serta menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan.
Konsultasi adalah proses interaksi antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk berbagi informasi, memberikan asistensi, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks pendidikan, konsultasi merupakan usaha memberikan asistensi kepada seluruh anggota staf pendidik dan orang tua siswa demi perkembangan siswa yang lebih baik (Ngetje et al., n.d.). Konsultasi membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan merencanakan langkah untuk mengatasinya dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
[bookmark: _Toc200574011]Gambar 4. 1 : Sumber Foto : Laporan Kegiatan Kesbangpol Jakarta Utara Tahun 2024
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[bookmark: _Toc200574012]Gambar 4. 2 : Sumber Foto : Laporan Kegiatan Kesbangpol Jakarta Utara Tahun 2024
[bookmark: _Hlk199800183][image: ]
Kegiatan Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2024 di Kantor Walikota Jakarta Utara, merupakan kegiatan nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk meredam potensi konflik sosial, khususnya yang melibatkan generasi muda. Dokumentasi visual dari kegiatan ini menangkap semangat kebersamaan yang kuat antara aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga para peserta dari berbagai kalangan, termasuk kaum ibu dan generasi muda.
Dalam foto terlihat suasana hangat dan penuh antusiasme saat para Masyarakat	 berdiri bersama dalam satu barisan, Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam satu ruangan, dari perwakilan FKDM, Kesbangpol, kepolisian, hingga warga sipil, menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun budaya damai di tengah masyarakat urban yang dinamis seperti Jakarta Utara.
Kegiatan ini menegaskan bahwa penanganan potensi konflik sosial tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, melainkan harus ditopang oleh komunikasi yang intensif, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi antarsektor. Forum semacam ini menciptakan ruang aman untuk bertukar gagasan, membangun kesadaran kolektif, serta memperkuat jejaring sosial yang mampu bertindak cepat dan tepat dalam merespons gejala sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan pendekatan konsultatif, Kesbangpol Jakarta Utara bersama FKDM dan pemangku kepentingan lainnya telah memberikan teladan bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.
Kesbangpol Jakarta Utara menjalankan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan FKDM melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif. Hal ini dilakukan agar pembinaan dan pengawasan terhadap ormas dapat berjalan efektif dan menyeluruh hingga tingkat paling bawah (ranting ormas).
Wawancara berikut menjelaskan: 
“Kami di Kesbangpol mengedepankan pendekatan koordinasi dan konsultasi yang intensif, baik dengan FKDM maupun dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Salah satu contohnya adalah dialog interaktif pencegahan tawuran yang kami fasilitasi bersama unsur FKDM dan tokoh masyarakat.”
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)

seorang pejabat teras di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), tergambar dengan jelas bagaimana pendekatan koordinasi dan konsultasi menjadi fondasi utama dalam membangun strategi pencegahan konflik sosial di tingkat daerah. Menurut beliau, Kesbangpol tidak hanya berfungsi sebagai institusi pengambil kebijakan atau regulator, melainkan juga sebagai fasilitator aktif yang menjembatani berbagai elemen masyarakat agar terlibat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban sosial.
Kesbangpol menjalankan perannya bukan secara top-down, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Koordinasi yang dimaksud bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga mencakup penguatan hubungan kerja lintas sektor, seperti dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), tokoh masyarakat, pemuda, hingga lembaga keagamaan. Sementara itu, konsultasi dijalankan sebagai proses pertukaran gagasan, penyamaan persepsi, dan pencarian solusi bersama terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari pendekatan tersebut adalah kegiatan dialog interaktif pencegahan tawuran yang difasilitasi langsung oleh Kesbangpol. Dalam forum tersebut, berbagai pihak dilibatkan secara aktif mulai dari unsur FKDM, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemuda dari wilayah wilayah yang rawan konflik. Dialog ini bukan sekadar diskusi formal, melainkan ruang dialog terbuka di mana semua pihak dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan usulan strategis untuk memecahkan persoalan yang ada. 
Pendekatan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara intensif ini menjadi landasan yang kokoh dalam membangun sistem kewaspadaan dini berbasis partisipasi masyarakat. Ini juga menjadi cerminan bahwa Kesbangpol tidak hanya bekerja dalam kerangka administratif, melainkan juga dalam ranah sosial mengembangkan kesadaran kolektif untuk mencegah konflik sejak dini. Dalam konteks dinamika sosial yang terus berubah dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, upaya seperti ini menunjukkan bahwa kerja kolaboratif yang dilandasi oleh komunikasi yang baik merupakan kunci dalam menjaga stabilitas daerah secara berkelanjutan.
2. [bookmark: _Toc200574146][bookmark: _Toc202219481]Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi semakin vital. Melalui berbagai kegiatan strategis seperti sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh masyarakat, Kesbangpol hadir bukan hanya sebagai lembaga pemerintah yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat kohesi sosial. Kegiatan-kegiatan ini menjadi wujud nyata dari pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat diajak berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.
Kesbangpol mengadakan sosialisasi, pemberdayaan, dan kegiatan bersama dengan ormas dan tokoh masyarakat untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kewaspadaan dini. Kegiatan ini juga sebagai media edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban. 

[bookmark: _Toc200574013]Gambar 4. 3 : Sumber Foto : Laporan Kegiatan Kesbangpol Jakarta Utara Tahun 2024
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[bookmark: _Toc200574014]Gambar 4. 4 ; Sumber Foto : Laporan Kegiatan Kesbangpol Jakarta Utara Tahun 2024
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Berdasarkan realitas tersebut, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan Dialog Interaktif Manajemen Konflik dan Penanganan Konflik Sosial bagi Masyarakat Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan kualitas penanganan konflik sosial melalui penguatan kapasitas masyarakat. Acara ini dilaksanakan pada Rabu, 12 Juni 2024 bertempat di Ruang Fatahilah, Kantor Walikota Jakarta Utara, dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat termasuk pengurus RT/RW, LMK, Karang Taruna, Purna Paskibraka Indonesia, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Pemantau Wilayah, dan mitra Kesbangpol. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, dinamis, tertib, dan kondusif. Lebih dari sekadar penyuluhan, kegiatan ini dirancang sebagai forum dialog partisipatif membuka ruang komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta guna menciptakan pemahaman yang mendalam dan solutif terhadap persoalan konflik sosial. Konsep kegiatan menggabungkan metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, yang memungkinkan peserta aktif terlibat, menyampaikan pandangan, serta memperoleh solusi dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Secara hukum, kegiatan ini dilandasi oleh berbagai regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, serta sejumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur kewenangan serta mekanisme kerja Kesbangpol dalam menangani isu-isu kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
[bookmark: _Hlk199801292]Lanjutan Wawancara menjelaskan bahwa: 
“Kesbangpol juga mengadakan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui forum-forum seperti silaturahmi bersama ormas dan tokoh masyarakat, kami memperkuat hubungan sosial yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Ini menjadi sarana edukasi dan partisipasi aktif masyarakat. Kami juga menyelenggarakan dialog interaktif tentang manajemen konflik dan pencegahan konflik sosial, agar warga memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam merespons situasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.”
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)


Dengan wawancara tersebut mencerminkan peran strategis dan proaktif yang dijalankan oleh Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, Kesbangpol tidak hanya berperan sebagai institusi pemerintah yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai fasilitator hubungan sosial yang harmonis dan katalisator keterlibatan publik dalam menciptakan ketertiban bersama.
Forum-forum silaturahmi yang diinisiasi bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh masyarakat memiliki nilai strategis yang sangat penting. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, relasi sosial yang kuat antar elemen masyarakat adalah fondasi utama bagi stabilitas nasional. Silaturahmi ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang komunikasi dua arah, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka secara langsung, sekaligus menjadi ajang penguatan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Upaya ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sosial dan mempererat simpul-simpul kebangsaan yang kerap kali diuji oleh perbedaan pandangan, budaya, dan kepentingan. Lebih jauh, penyelenggaraan dialog interaktif mengenai manajemen konflik dan pencegahan konflik sosial menunjukkan komitmen Kesbangpol dalam membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengenali potensi konflik sejak dini dan meresponsnya secara bijak. Kegiatan ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana informasi mudah tersebar dan potensi kesalahpahaman dapat meningkat tajam. Dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan dasar dalam menyikapi perbedaan dan ketegangan sosial, Kesbangpol secara tidak langsung membentuk barisan pertahanan sosial yang kokoh dari bawah berbasis komunitas dan kesadaran kolektif.
Inisiatif ini juga mencerminkan pendekatan yang partisipatif dalam pemerintahan, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek aktif yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya sendiri. Partisipasi aktif masyarakat ini akan memperkuat legitimasi program-program pemerintah dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan sosial-politik yang berkelanjutan. Pendekatan yang mengedepankan Sosialisasi, kolaborasi, dan pemberdayaan ini patut diapresiasi dan dijadikan model dalam memperkuat integrasi sosial serta membangun ketahanan masyarakat dari dalam. Dalam jangka panjang, upaya ini tidak hanya menciptakan situasi yang aman dan tertib, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi yang sehat dan inklusif.
Kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata dan strategis bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Melalui dialog interaktif ini, kapasitas individu dan komunitas dalam mengenali serta menangani potensi konflik berhasil ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil menghimpun informasi strategis yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan kewaspadaan sosial secara lebih tepat sasaran. Tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran, kegiatan ini turut memperkuat jejaring sosial dan solidaritas antar warga dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, menciptakan ruang perjumpaan yang konstruktif dan inklusif. 
Budaya dialog dan keterbukaan yang terbangun dari proses ini menjadi fondasi penting dalam membentuk demokrasi yang sehat dan tata kelola sosial yang harmonis. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga mendukung misi nasional dalam membentuk masyarakat yang toleran, inklusif, dan siap berkompetisi dalam tatanan global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan.
Kesuksesan pelaksanaan dialog ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Namun demikian, kegiatan semacam ini tidak seharusnya berhenti sebagai agenda satu kali, melainkan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, hingga ke tingkat kelurahan bahkan RT/RW. Melalui kegiatan ini pula, Jakarta Utara menunjukkan peran aktifnya sebagai wilayah yang tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga berkomitmen menjadi pelopor ketahanan sosial berbasis komunitas. Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, kegiatan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa dengan mengedepankan semangat dialog, pendidikan masyarakat, dan kerja sama lintas sektor, potensi konflik dapat diubah menjadi energi positif untuk membangun masyarakat yang damai, tangguh, dan beradab.
C. [bookmark: _Toc200574147][bookmark: _Toc202219482]Aktor Aktor yang terlibat dalam Praktik Kolaborasi 
Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah melalui pendekatan yang kolaboratif, terarah, dan berbasis pada keterlibatan masyarakat. Kesbangpol juga berperan sebagai jembatan penghubung antara instansi pemerintah dan unsur masyarakat, guna memastikan bahwa upaya menjaga ketertiban dan kewaspadaan sosial dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
keterlibatan berbagai aktor menjadi kunci utama dalam menciptakan sinergi yang efektif untuk mencegah dan menangani konflik sosial di daerah. Kolaborasi ini tidak berdiri di atas satu lembaga saja, melainkan merupakan hasil interaksi lintas sektor antara institusi pemerintah, organisasi masyarakat, unsur keamanan, serta individu-individu yang memiliki pengaruh sosial di lingkungannya masing-masing. Pendekatan multiactor ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kewaspadaan dini yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Salah satu aktor sentral dalam praktik kolaborasi ini adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKDM memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan jaringan anggota yang tersebar di kelurahan dan kecamatan, FKDM berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi konflik, menyampaikan laporan dari lapangan, serta menjembatani komunikasi antara warga dengan pihak berwenang. Keberadaan FKDM juga memperkuat dimensi partisipatif dalam tata kelola keamanan sosial karena anggota forum berasal dari unsur masyarakat yang memahami konteks lokal secara mendalam.
Selain FKDM, aktor-aktor lain yang turut terlibat dalam kolaborasi ini meliputi aparat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur dari TNI dan Polri. Peran mereka bervariasi, mulai dari penyediaan informasi, fasilitasi mediasi, hingga penerapan langkah-langkah pengamanan apabila diperlukan. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat vertikal antara pusat dan daerah, tetapi juga bersifat horizontal antarinstansi, yang menciptakan ruang koordinasi lebih luas dan memungkinkan respons yang lebih terintegrasi terhadap potensi gangguan sosial. Keterlibatan para aktor ini menunjukkan bahwa praktik kolaborasi dalam penanganan konflik tidak bisa dilakukan secara eksklusif oleh satu lembaga saja. Justru, semakin beragam latar belakang dan peran aktor yang terlibat, semakin besar peluang terciptanya solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Praktik ini juga mencerminkan pendekatan governance yang lebih inklusif, di mana setiap elemen masyarakat memiliki kontribusi dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di wilayahnya masing masing.
Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Utara Sebagai instansi pemerintah yang memfasilitasi, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan pembinaan ormas dan FKDM, serta menjadi penghubung antar instansi dan masyarakat.
Wawancara menjelaskan bahwa:
“di Kesbangpol menjalankan fungsi sebagai fasilitator, pengarah, sekaligus pengawas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), organisasi kemasyarakatan (ormas), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kami juga menjadi penghubung antara instansi pemerintah dan unsur masyarakat, agar upaya menjaga stabilitas wilayah dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam pelaksanaannya, kami aktif menjalin komunikasi dan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum.”
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)

Pernyataan dari Bapak R. Sony Triwibawa, SH, M.Pd., peran yang dijalankan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Dalam kapasitasnya sebagai instansi pemerintah, Kesbangpol tidak hanya bertindak sebagai lembaga administratif yang mengurus dokumen dan prosedur, tetapi bertransformasi menjadi fasilitator, pengarah, dan pengawas yang aktif dalam upaya pembinaan elemen-elemen penting dalam masyarakat. Secara lebih konkret, Bapak Sony menekankan bahwa Kesbangpol memegang peranan utama dalam membina dan mengarahkan berbagai unsur masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), organisasi kemasyarakatan (ormas), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ketiga unsur ini menjadi pilar sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan warga di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan Kesbangpol terhadap mereka menjadi sangat krusial untuk mendorong terciptanya suasana masyarakat yang aman, tenteram, dan harmonis.
FKDM, sebagai ujung tombak deteksi dini, berperan penting dalam membaca gejala-gejala sosial yang bisa berkembang menjadi konflik atau gangguan keamanan. Melalui pembinaan yang dilakukan Kesbangpol, FKDM diposisikan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi lapangan secara cepat dan akurat. Di sisi lain, ormas difungsikan sebagai agen perubahan dan jembatan antara pemerintah dan komunitas, dengan peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, mengawal ketertiban, serta memperkuat solidaritas sosial. Sementara itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan untuk menjaga keseimbangan sosial dan spiritual, serta membantu menyelesaikan konflik melalui pendekatan persuasif, penuh kearifan lokal, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. 
[bookmark: _Toc200540704]Lebih jauh lagi, bahwa Kesbangpol juga menjalankan fungsi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Fungsi ini bukan hanya simbolis, tetapi diwujudkan melalui komunikasi yang aktif, dialog yang terbuka, dan koordinasi lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, Kesbangpol membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian guna memastikan bahwa upaya menjaga stabilitas wilayah berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa Kesbangpol tidak bekerja sendiri, melainkan sebagai simpul utama dalam jaringan sosial-politik yang luas dan kompleks. Melalui penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kesbangpol Jakarta Utara bukan hanya menjalankan peran teknokratis, tetapi juga berfungsi sebagai pelayan publik, penjaga stabilitas sosial, dan motor penggerak harmoni masyarakat. Pendekatan yang inklusif, preventif, dan partisipatif menjadi landasan utama dalam setiap program yang dijalankan. Dengan demikian, Kesbangpol hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk mendampingi, memberdayakan, dan menjembatani semua elemen masyarakat dalam rangka menciptakan Jakarta Utara yang aman, solid, dan sejahtera.
D. [bookmark: _Toc200574148][bookmark: _Toc202219483]Hasil (Outcome) dari praktik Kolaborasi Kesbangpol.
Praktik kolaborasi yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan bagian integral dari upaya menciptakan stabilitas sosial dan politik di tingkat daerah. Dalam konteks pemerintahan yang dinamis dan masyarakat yang heterogen seperti di wilayah Jakarta Utara, potensi munculnya konflik sosial menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara sistematis dan kolektif. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi pilihan strategis yang tidak hanya mengandalkan peran pemerintah semata, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk bekerja bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kesbangpol tidak bekerja sendiri dalam menjalankan fungsinya, melainkan membangun sinergi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Melalui kolaborasi ini, terbentuklah jaringan kewaspadaan yang mampu menjangkau lapisan masyarakat paling bawah, sehingga gejala atau potensi konflik dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks. Dengan kata lain, kolaborasi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi sistem kerja berbasis kepercayaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama.
Pentingnya mengevaluasi hasil atau outcome dari praktik kolaborasi ini terletak pada bagaimana kerja sama tersebut memberikan dampak nyata di lapangan. Efektivitas kolaborasi tidak semata diukur dari banyaknya kegiatan atau rapat koordinasi yang dilakukan, tetapi dari sejauh mana konflik sosial dapat dicegah, dikendalikan, atau diselesaikan secara damai. Dalam hal ini, hasil nyata diukur melalui penguatan deteksi dini, peningkatan responsivitas, serta keakuratan pengambilan kebijakan berbasis data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui FKDM.
Menilai efektivitas praktik kolaborasi yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), khususnya dalam konteks pencegahan dan penanganan konflik sosial, penting untuk memahami bagaimana sinergi antarpemangku kepentingan dapat memberikan dampak nyata di lapangan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai elemen, termasuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), lembaga pemerintahan lainnya, serta masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah. Melalui kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan, Kesbangpol berupaya memperkuat deteksi dini, merespons secara cepat potensi gangguan keamanan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang berbasis pada data dan informasi dari akar rumput.
Wawancara dengan Pak Sonny :
“Kolaborasi ini sangat membantu kami, terutama dalam konteks deteksi dini dan penanganan potensi konflik. Secara umum, kami melihat hasilnya yang cukup signifikan bukan hanya dalam bentuk berkurangnya jumlah konflik, tapi juga dalam kualitas penanganannya. FKDM menjadi kepanjangan tangan kami di lapangan, dan informasi yang mereka sampaikan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan cepat di tingkat pemerintah kota.
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sonny, diperoleh gambaran bahwa praktik kolaborasi yang dibangun antara Kesbangpol dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) memberikan dampak yang sangat positif terhadap upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial di tingkat daerah. Menurut beliau, kolaborasi ini secara nyata mempermudah pelaksanaan tugas-tugas Kesbangpol, khususnya dalam hal deteksi dini terhadap potensi konflik yang berkembang di tengah masyarakat. Outcome atau hasil dari kolaborasi ini cukup signifikan, bukan hanya ditandai oleh penurunan jumlah konflik sosial yang terjadi, tetapi juga oleh peningkatan kualitas dalam penanganan konflik itu sendiri. Artinya, kolaborasi ini tidak sekadar fokus pada hasil akhir berupa pengurangan insiden konflik, tetapi juga memberikan kontribusi dalam proses penanganan yang lebih tepat, cepat, dan terukur. Dalam konteks ini, FKDM memainkan peran yang sangat strategis sebagai kepanjangan tangan Kesbangpol di lapangan, karena mereka berada lebih dekat dengan masyarakat, memahami kondisi sosial yang berkembang secara langsung, serta mampu merespons gejala-gejala awal gangguan keamanan secara lebih cepat.
Keberadaan FKDM sebagai mitra kerja Kesbangpol di lapangan memungkinkan adanya arus informasi yang cepat, akurat, dan relevan, yang kemudian menjadi landasan penting bagi pemerintah kota dalam mengambil keputusan dan kebijakan secara responsif. Informasi dari FKDM sering kali menjadi alarm awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum potensi konflik berkembang menjadi krisis. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat peran pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah, tetapi juga memperlihatkan efektivitas model kerja sama berbasis partisipasi masyarakat. Praktik kolaboratif ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan adaptif dalam tata kelola pemerintahan, di mana aktor-aktor non-pemerintah seperti FKDM diberi ruang untuk berkontribusi secara aktif dalam sistem kewaspadaan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance, yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan isu-isu publik. Dengan demikian, hasil yang dicapai dari kolaborasi ini tidak hanya berdampak jangka pendek dalam bentuk stabilitas sosial, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah yang lebih aman, harmonis, dan berkelanjutan.
Rekapitulasi Konflik di Jakarta Utara pada Tahun 2024
[bookmark: _Toc200574068]Tabel 4. 1
	Wilayah
	Kasus konflik buruh
	Kasus konflik  masyarakat
	Kasus konflik antar kelompok

	Penjaringan
	1
	3
	1

	Tj. Priok
	8
	3
	1

	Cilincing
	1
	-
	-

	Koja
	4
	-
	-

	Kelapa Gading
	1
	-
	-

	Pademangan
	1
	-
	-

	Total 
	16
	6
	2


Sumber Data : Kesbangpol Jakarta Utara
Dengan melihat table diatas hasil kolaborasi antara Kesbangpol dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga dapat dilihat dari data rekapitulasi kasus konflik yang terjadi di wilayah Jakarta Utara sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 24 kasus konflik yang terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu konflik buruh (16 kasus), konflik masyarakat umum (6 kasus), dan konflik antar kelompok (2 kasus). Jika dilihat dari sebarannya, wilayah Tanjung Priok menjadi kawasan dengan tingkat konflik buruh tertinggi, yaitu sebanyak 8 kasus, disusul oleh Koja dengan 4 kasus, dan wilayah lainnya seperti Penjaringan, Cilincing, Kelapa Gading, dan Pademangan masing-masing menyumbang 1 kasus. Untuk konflik masyarakat umum, kasus terbanyak juga ditemukan di wilayah Penjaringan dan Tanjung Priok, masing-masing dengan 3 kasus, sementara untuk konflik antar kelompok, hanya tercatat terjadi di Penjaringan dan Tanjung Priok, masing-masing 1 kasus.
Meskipun jumlah konflik buruh relatif tinggi, pola persebaran yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu menunjukkan adanya efektivitas dalam upaya konflik di wilayah lainnya. Hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dari sistem kewaspadaan dini yang dibangun melalui kolaborasi Kesbangpol dan FKDM. Rendahnya angka konflik masyarakat dan konflik antar kelompok di sebagian besar wilayah juga menunjukkan bahwa potensi konflik yang ada dapat ditekan sebelum berkembang lebih lanjut. Informasi yang dikumpulkan FKDM secara langsung dari masyarakat memberikan kontribusi besar dalam mengidentifikasi titik-titik rawan konflik, yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun Langkah langkah yang lebih baik. Hal ini memperkuat pernyataan Pak Sonny sebelumnya bahwa keberadaan FKDM di lapangan sebagai Kesbangpol sangat membantu dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Informasi yang dikumpulkan oleh FKDM dari masyarakat di berbagai kelurahan memungkinkan pemerintah kota mengambil langkah-langkah antisipatif sebelum konflik berkembang lebih luas.Lebih Rendahnya jumlah konflik antar kelompok dan minimnya eskalasi konflik juga dapat dikaitkan dengan efektivitas pola koordinasi dan komunikasi antar aktor lokal, termasuk FKDM, tokoh masyarakat, dan unsur TNI/Polri. Kolaborasi ini menciptakan sistem respons cepat terhadap potensi konflik yang muncul, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tingkat akar rumput.
Dengan demikian, data rekapitulasi konflik ini tidak hanya memberikan gambaran situasi aktual, tetapi juga menjadi indikator penting bagi evaluasi kinerja kolaborasi Kesbangpol dan FKDM. Meskipun tantangan masih ada, khususnya di sektor ketenagakerjaan, pola pengendalian konflik yang lebih terarah menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan selama ini mulai memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah Jakarta Utara.





[bookmark: _Toc200540705][bookmark: _Toc200574149][bookmark: _Toc202219484]BAB V
[bookmark: _Toc200540706][bookmark: _Toc200574150][bookmark: _Toc202219485]FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI JAKARTA UTARA

Bab ini membahas secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penyelesaian konflik sosial di wilayah Jakarta Utara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh instansi terkait, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam meredam dan menyelesaikan konflik secara efektif dan berkelanjutan. Dalam bab ini, analisis difokuskan pada beberapa dimensi utama, yaitu faktor institusional, politik, sosial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar persoalan yang memperlemah sistem penyelesaian konflik serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas sosial

A. [bookmark: _Toc200540707][bookmark: _Toc200574151][bookmark: _Toc202219486]Faktor Institusional

Faktor yang menyebabkan rendahnya penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara adalah lemahnya peran institusional dalam menangani dinamika sosial yang kompleks. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga formal seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga penegak hukum belum mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan menyeluruh terhadap konflik yang terjadi. Kelemahan ini terlihat dari minimnya koordinasi lintas sektor, kurangnya kehadiran negara di tengah masyarakat saat konflik mulai memanas, hingga ketidaksiapan aparat dalam mengelola ketegangan sosial secara preventif maupun kuratif. Selain itu, birokrasi yang kaku dan berbelit juga menjadi hambatan tersendiri, sehingga proses mediasi dan penyelesaian konflik menjadi lamban dan tidak efisien.
Faktor institusional ini mencakup berbagai dimensi kelembagaan, mulai dari struktur organisasi, kebijakan yang berlaku, hingga kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Di Jakarta Utara, banyak kasus menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan sering kali terlambat merespons tanda-tanda awal dari konflik yang berkembang di masyarakat. Ketidakhadiran negara dalam fase awal konflik ini sangat berisiko, karena ketika negara tidak tampil sebagai fasilitator atau penengah, masyarakat cenderung mengambil jalan sendiri dalam menyelesaikan konflik, yang sering kali berujung pada kekerasan atau ketidakadilan baru. Hal ini diperparah oleh buruknya koordinasi antarinstansi; misalnya, pemerintah daerah dan aparat keamanan tidak memiliki mekanisme terpadu dalam menangani konflik yang bersifat lintas sektoral, sehingga sering terjadi tumpang tindih atau bahkan saling lempar tanggung jawab.
Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam institusi-institusi terkait turut memperburuk keadaan. Aparat pemerintah maupun penegak hukum sering kali tidak memiliki pelatihan khusus dalam manajemen konflik atau pendekatan berbasis keadilan restoratif. Akibatnya, penyelesaian yang diambil cenderung bersifat represif dan jangka pendek, alih-alih mengupayakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak. Kurangnya pendekatan partisipatif dari lembaga formal juga menjadi persoalan serius masyarakat yang terdampak konflik jarang dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian, yang pada akhirnya membuat hasil mediasi terasa dipaksakan dan tidak diterima sepenuhnya. Selain itu, dominasi kepentingan politik dan ekonomi di balik pengambilan keputusan institusional juga sering kali memperkeruh upaya penyelesaian konflik. Dalam konteks Jakarta Utara yang menjadi wilayah strategis bagi pembangunan dan investasi, konflik sosial sering kali direspons bukan sebagai isu kemanusiaan, tetapi lebih sebagai hambatan terhadap agenda ekonomi. 
Hal ini membuat penyelesaian konflik cenderung berpihak pada kelompok yang memiliki akses dan kekuasaan, sementara kepentingan masyarakat kecil terabaikan. Ketimpangan inilah yang terus mereproduksi ketidakadilan dan menumbuhkan bibit-bibit konflik baru, menciptakan siklus yang sulit diputus tanpa pembenahan serius pada tingkat institusional. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara, perlu ada reformasi menyeluruh terhadap sistem dan kapasitas kelembagaan. Dibutuhkan lembaga-lembaga yang tidak hanya responsif, tetapi juga akuntabel, inklusif, dan mampu menjalin kemitraan dengan masyarakat. Hanya melalui perbaikan institusional yang menyeluruh, konflik sosial dapat dikelola secara lebih adil dan berkelanjutan.
Wawancara dengan Pak Sonny :
"Salah satu tantangan utama yang kami hadapi dalam penyelesaian konflik sosial di wilayah Jakarta Utara adalah hal sumber daya manusia. Saat ini, jumlah personel kami masih belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas persoalan yang ada.”
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)

Pernyataan ini bahwa secara struktural, lembaga atau instansi yang bertugas menyelesaikan konflik belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah dan merespons berbagai jenis konflik sosial yang terjadi secara cepat dan efektif. Jakarta Utara sebagai wilayah yang memiliki karakteristik kepadatan penduduk tinggi, keragaman sosial-budaya, serta tantangan urbanisasi yang cepat, menuntut kehadiran aparat yang tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan. Namun kenyataannya, jumlah personel yang tersedia masih terbatas dan kerap kali kewalahan menghadapi dinamika sosial yang bergerak dengan sangat cepat. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada lambatnya penanganan konflik, tetapi juga pada kualitas intervensi yang dilakukan. Dengan sedikitnya tenaga yang tersedia, banyak konflik yang tidak ditangani secara menyeluruh atau hanya didekati secara formal tanpa upaya mendalam untuk memahami akar permasalahan di masyarakat. Situasi ini semakin rumit ketika personel yang tersedia tidak dibekali dengan pelatihan khusus dalam manajemen konflik, komunikasi lintas budaya, ataupun pendekatan sosial yang humanis. Akibatnya, penyelesaian konflik sering kali bersifat administratif dan tidak menyentuh dimensi kemanusiaan yang lebih dalam.
Permasalahan sumber daya manusia bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas dan distribusi. Wilayah-wilayah padat penduduk yang rawan konflik, seperti permukiman informal, kawasan pesisir, atau daerah yang terdampak proyek pembangunan, membutuhkan perhatian dan pendekatan khusus. Namun dengan personel yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, institusi tidak mampu membagi perhatian dan tenaga secara adil ke seluruh wilayah yang membutuhkan. Hal ini berkontribusi pada terjadinya ketimpangan dalam pelayanan dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Reformasi kelembagaan dalam penyelesaian konflik sosial harus dimulai dari pembenahan sumber daya manusianya. Diperlukan penambahan jumlah personel, peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan yang relevan, serta penempatan yang strategis dan merata di seluruh wilayah Jakarta Utara. Tanpa perbaikan di aspek ini, upaya penyelesaian konflik hanya akan berjalan di permukaan, tanpa mampu menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan.
Rendahnya penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara dipengaruhi oleh keterbatasan institusional, terutama dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk penanganan konflik. Banyak lembaga terkait, termasuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Kesbangpol, menghadapi kendala kekurangan tenaga kerja yang berkualitas serta dana yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antar lembaga dan dengan masyarakat juga menghambat proses penyelesaian konflik. Ketidakseimbangan pelaporan dari pihak-pihak yang terdampak konflik juga menjadi kendala, di mana ada resistensi atau penolakan dari kelompok tertentu sehingga informasi yang diterima tidak lengkap dan akurat.
Di sisi lain, sumber daya manusia yang mengelola Lembaga lembaga ini juga memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen konflik. Minimnya pelatihan tentang pendekatan sosial, mediasi, dan rekonsiliasi membuat aparat lebih sering menggunakan pendekatan keamanan yang keras dan koersif. Padahal, pendekatan tersebut hanya akan meredam gejala konflik secara sementara, tanpa menyentuh akar permasalahannya. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan pendekatan berbasis keadilan restoratif menjadi bukti bahwa banyak institusi belum berkembang menjadi lembaga yang benar-benar adaptif terhadap kebutuhan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor institusional memegang peranan penting dalam keberhasilan atau kegagalan penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara. Lemahnya peran, rendahnya kapasitas, tidak efektifnya koordinasi, serta dominasi kepentingan politik-ekonomi menjadi hambatan serius dalam membangun sistem penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Jika Jakarta Utara ingin keluar dari siklus konflik yang terus berulang, maka pembenahan institusional adalah syarat mutlak. Pembenahan ini harus mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola kelembagaan, penegakan etika pelayanan publik, dan yang paling penting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sebagai pelindung kepentingan bersama, bukan sebagai alat kekuasaan.
B. [bookmark: _Toc200540708][bookmark: _Toc200574152][bookmark: _Toc202219487]Faktor Politik
1. Kepemimpinan
Faktor politik menjadi salah satu dimensi yang sangat menentukan arah dan keberhasilan proses penyelesaiannya. Salah satu elemen paling krusial dari faktor politik adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak hanya merujuk pada sosok pemimpin secara personal, tetapi juga mencakup gaya, orientasi, dan kapasitas kepemimpinan dalam merespons dan mengelola konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Seorang pemimpin yang kuat dan berintegritas memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial serta membangun komunikasi yang efektif antara masyarakat, birokrasi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Namun sayangnya, di banyak kasus di Jakarta Utara, kepemimpinan politik sering kali tidak hadir secara aktif dan konstruktif dalam upaya meredam konflik. Banyak pemimpin lokal cenderung mengambil posisi pasif atau bahkan abai ketika ketegangan sosial muncul, baik karena alasan politis, perhitungan elektoral, atau karena kurangnya kapasitas dalam manajemen konflik.
Kepemimpinan yang lemah menciptakan kekosongan arah kebijakan yang jelas dalam menangani konflik. Alih-alih tampil sebagai tokoh pemersatu, pemimpin justru sering terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik yang memperkeruh suasana. Misalnya, dalam beberapa kasus sengketa lahan atau penggusuran yang melibatkan masyarakat kelas bawah dan pihak swasta, kepemimpinan politik lebih tampak berpihak kepada pemodal ketimbang rakyat. Hal ini memperlihatkan bagaimana posisi pemimpin sering kali tidak netral, dan bahkan memanfaatkan konflik sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan atau mengamankan dukungan dari pihak tertentu. 
Kondisi ini memperlemah legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat, dan pada akhirnya menciptakan jarak antara pemimpin dan warganya. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin, maka upaya penyelesaian konflik akan mengalami hambatan serius karena tidak ada tokoh yang dianggap mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak secara adil dan objektif. Lebih jauh, ketidakhadiran kepemimpinan yang visioner juga berdampak pada minimnya inisiatif kebijakan yang proaktif dalam mencegah konflik. Akibatnya, penyelesaian konflik menjadi bersifat sementara dan tambal sulam, bukan transformasi jangka panjang yang menyentuh akar masalah. Padahal, pemimpin yang efektif seharusnya mampu membaca dinamika sosial secara tajam, menampung aspirasi warga, serta menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada kelompok yang rentan. Kepemimpinan yang demikian bukan hanya dibutuhkan dalam situasi krisis, tetapi juga dalam keseharian tata kelola pemerintahan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
Kepemimpinan dalam dimensi politik memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan proses penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara. Diperlukan sosok pemimpin yang bukan hanya memiliki kekuasaan formal, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial, keberanian politik, dan kemampuan membangun dialog dengan semua lapisan masyarakat. Tanpa kepemimpinan yang kuat, adil, dan berpandangan jauh ke depan, konflik sosial hanya akan menjadi persoalan yang terus berulang tanpa pernah menemukan solusi yang bermakna dan berkelanjutan.
Wawancara dengan Pak Sonny :
“masih ada tantangan dalam hal responsivitas dan koordinasi antar pejabat pemerintah dan aparat keamanan di lapangan. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pengambilan keputusan atau tidak adanya satu komando yang jelas bisa memperburuk situasi.”
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)


Pernyataan ini memberikan gambaran yang sangat nyata mengenai betapa pentingnya kepemimpinan yang responsif dan sistem koordinasi yang solid dalam situasi konflik sosial. Responsivitas merujuk pada kemampuan instansi dan pejabat terkait untuk merespons situasi konflik secara cepat, tepat, dan kontekstual. 
Jakarta Utara sendiri masih sering ditemukan kasus di mana aparat dan pejabat yang berwenang lambat mengambil tindakan, baik karena keterbatasan informasi, birokrasi yang kaku, atau ketakutan akan risiko politik. Dalam kondisi konflik sosial, setiap menit keterlambatan bisa berarti semakin memburuknya situasi ketegangan bisa meningkat, emosi warga meledak, dan potensi kekerasan pun membesar. Tanpa respons yang cepat dan terkoordinasi, kehadiran negara di mata masyarakat menjadi lemah dan tidak meyakinkan. Akibatnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan bahkan bertindak sendiri untuk menyelesaikan konflik, yang justru memperbesar eskalasi.
Masalah koordinasi yang juga menjadi persoalan serius yang kerap kali terabaikan. Ketika terjadi konflik, banyak pihak yang terlibat—mulai dari pejabat kecamatan, kelurahan, aparat kepolisian, hingga tokoh masyarakat. Namun, tidak adanya sistem koordinasi yang terstruktur dan komando yang jelas sering kali menyebabkan tindakan yang tumpang tindih atau justru saling menunggu. Setiap pihak memiliki pemahaman dan pendekatan yang berbeda terhadap konflik, sehingga alih-alih bergerak bersama dalam satu arah, mereka berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Dalam beberapa kasus, ketidakharmonisan antarinstansi ini justru memperkeruh keadaan karena menghasilkan kebijakan atau langkah-langkah yang kontradiktif di lapangan. Ketiadaan satu komando yang jelas juga mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam situasi krisis. Dalam situasi konflik, masyarakat menanti arah dan keputusan tegas dari otoritas yang berwenang. Namun jika pejabat pemerintah dan aparat keamanan tidak berada dalam satu garis kebijakan dan tidak berbicara dengan suara yang sama, maka kebingungan akan muncul baik di kalangan masyarakat maupun di internal aparat sendiri. Kondisi seperti ini bukan hanya memperlambat penyelesaian, tetapi juga bisa menciptakan celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi atau politik.
Salah satu upaya strategis dalam memperbaiki penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara adalah dengan membenahi sistem koordinasi dan meningkatkan responsivitas antarinstansi. Diperlukan pembentukan protokol manajemen konflik yang jelas, penunjukan komando terpadu di setiap wilayah rawan konflik, serta pelatihan lintas sektor agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan sikap yang sama dalam merespons konflik. Jika koordinasi ini dapat diperkuat, maka penanganan konflik akan menjadi lebih efisien, terarah, dan mampu mengembalikan rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan.
Wanwancara dengan Pak Anugerah Huda (Ketua FKDM) :
“Koordinasi yang belum optimal ini membuat tindakan di lapangan kadang berjalan sendiri sendiri. kami juga masih sering menemui kendala ketika komunikasi antar instansi tidak berjalan lancar.”
(Wawancara, Pak Anugerah Huda : Ketua FKDM 2024, Tanggal 24 April)

 Dalam wawancara ini menyoroti koordinasi yang tidak optimal mengakibatkan hilangnya efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan. Ketika terjadi konflik, idealnya setiap instansi baik FKDM, kepolisian, hingga dinas-dinas terkait bekerja dalam satu jalur komando yang terintegrasi. Namun, kenyataannya sering kali terjadi kekosongan komunikasi, di mana masing-masing pihak bergerak berdasarkan pemahaman dan prioritas masing-masing, tanpa adanya platform bersama untuk berbagi informasi, menentukan langkah taktis, atau merumuskan strategi jangka panjang. 
Hal ini membuat tindakan yang seharusnya bersifat kolaboratif justru terfragmentasi, dan pada akhirnya memperbesar risiko kegagalan dalam meredam konflik. Ketika tindakan di lapangan berlangsung secara sendiri sendiri, hasilnya adalah pendekatan yang tidak konsisten. Misalnya, satu pihak mungkin menekankan pendekatan persuasif, sementara yang lain justru melakukan tindakan represif. Ketidakselarasan ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap otoritas yang seharusnya menjadi penengah konflik. Bahkan lebih jauh, masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah sendiri tidak memiliki kesatuan sikap dalam menangani masalah, yang pada akhirnya membuka ruang bagi kecurigaan, ketegangan baru, atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu.
Komunikasi antarinstansi yang belum berjalan lancar, Memperlambat aliran informasi yang krusial dalam situasi konflik. Informasi mengenai potensi konflik, perubahan situasi di lapangan, atau kebutuhan masyarakat tidak tersampaikan secara cepat dan akurat ke pihak-pihak yang berkepentingan. Padahal, dalam konteks penanganan konflik, waktu adalah faktor yang sangat menentukan. Tanpa komunikasi yang lancar, respons yang diberikan menjadi lambat dan tidak tepat sasaran, yang berujung pada meluasnya konflik atau bahkan munculnya konflik baru akibat kesalahpahaman dan ketidaktegasan dalam penanganan.
Oleh karena itu, kebutuhan mendesak untuk membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang lebih terstruktur dan berbasis kolaborasi antarinstansi. Ini tidak hanya menyangkut teknis operasional di lapangan, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan dan kultur kerja di dalam birokrasi itu sendiri. Diperlukan forum koordinasi rutin, sistem pelaporan terpadu, dan komando terpadu dalam penanganan konflik yang dapat memfasilitasi kerja sama semua pihak terkait. Tanpa koordinasi dan komunikasi yang kuat, upaya penyelesaian konflik akan selalu terhambat oleh fragmentasi internal, meskipun masing-masing instansi memiliki niat baik untuk menjaga stabilitas sosial. Sinergi adalah kunci dan membangun sinergi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, struktur yang jelas, serta komitmen bersama untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral.
2. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci yang tidak dapat diabaikan. Peran aktif masyarakat dalam proses deteksi dini, mediasi, hingga rekonsiliasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu upaya penyelesaian konflik secara berkelanjutan. Di Jakarta Utara, yang merupakan wilayah dengan tingkat heterogenitas sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi, keterlibatan warga menjadi semakin penting untuk membangun rasa kepemilikan bersama terhadap perdamaian. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung rendah dan bersifat sporadis. Banyak warga merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, termasuk saat terjadi konflik. Mereka hanya dijadikan objek dari kebijakan pemerintah tanpa ruang dialog yang adil untuk menyampaikan aspirasi atau kekhawatiran. Akibatnya, kepercayaan terhadap aparat dan pemerintah menjadi lemah, serta mendorong munculnya sikap apatis atau bahkan perlawanan terbuka terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak. Partisipasi masyarakat yang ideal seharusnya tidak hanya muncul saat konflik telah terjadi, tetapi justru sejak tahap pencegahan. Dalam hal ini, masyarakat bisa berperan sebagai agen perdamaian melalui pelaporan indikasi konflik, menjembatani dialog antar kelompok yang berseteru, serta mengusulkan solusi berbasis kearifan lokal. Namun, jika ruang partisipasi tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintah maupun lembaga terkait, maka potensi kontribusi masyarakat tersebut akan hilang.
 Selain itu, rendahnya literasi konflik dan keterbatasan akses informasi juga menjadi penghalang yang membuat warga enggan atau tidak tahu bagaimana mereka bisa berpartisipasi secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan yang bersifat inklusif, memberdayakan, dan berbasis dialog dua arah bukan sekadar seremonial atau formalitas belaka.
Dengan demikian, rendahnya partisipasi masyarakat bukan hanya persoalan kemauan dari warga itu sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan bagaimana sistem pemerintahan lokal membuka ruang kolaboratif yang baik.
Jika masyarakat diberikan ruang untuk berkontribusi, didengarkan aspirasinya, serta dilibatkan dalam setiap tahap proses penyelesaian konflik, maka potensi sosial yang mereka miliki dapat menjadi kekuatan luar biasa dalam menciptakan ketahanan sosial yang tangguh dan harmonis. Sebaliknya, jika partisipasi ini terus diabaikan, maka konflik akan terus menjadi lingkaran masalah yang sulit diurai, karena tidak menyentuh akar persoalan di tingkat komunitas. Oleh sebab itu, faktor partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai pilar penting dalam setiap strategi penanganan konflik sosial, khususnya di kawasan urban seperti Jakarta Utara.
Wawancara dengan Pak Sonny :
“Salah satu kendalanya adalah komunikasi dan pendekatan yang kami lakukan, khususnya melalui FKDM, belum sepenuhnya efektif. Kami melihat bahwa pembagian tugas di dalam FKDM juga masih perlu diperbaiki agar peran masyarakat sebagai ujung tombak deteksi dini bisa lebih maksimal.”
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)

Dalam wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun FKDM dibentuk dengan tujuan utama untuk melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan merespons potensi konflik secara dini, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Secara prinsip, FKDM dirancang sebagai wadah strategis yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum ini, warga diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen aktif dalam mengamati, melaporkan, dan memberikan solusi atas potensi gangguan sosial di lingkungannya. Namun, ketika komunikasi antara FKDM dengan masyarakat belum berjalan dengan baik, maka forum ini kehilangan esensinya. Ketidakefektifan pendekatan yang dilakukan dapat menciptakan kesenjangan antara apa yang dirancang secara kelembagaan dan apa yang diterima atau dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu, masyarakat menjadi pasif atau bahkan apatis karena tidak melihat dampak nyata dari keterlibatan mereka.
Beberapa anggota mungkin tidak memahami dengan baik fungsi dan tanggung jawab mereka, atau tidak dibekali dengan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Hal ini tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat, karena forum yang seharusnya menjadi representasi warga justru terkesan elitis, tertutup, atau tidak mampu merespons kebutuhan dan dinamika sosial yang terjadi secara langsung di tingkat akar rumput. Pendekatan yang digunakan FKDM juga perlu dievaluasi dari sisi metode komunikasi yang digunakan. Di tengah masyarakat yang sangat beragam secara budaya, tingkat pendidikan, dan pengalaman sosial, pendekatan yang bersifat formal atau birokratis justru sering kali tidak efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih kultural, komunikatif, dan berbasis relasi personal agar masyarakat merasa dihargai dan terdorong untuk terlibat aktif. Misalnya, mengadakan forum warga yang lebih santai dan dialogis, mengunjungi tokoh-tokoh lokal secara langsung, atau menggunakan media komunikasi yang akrab bagi masyarakat setempat. Tanpa perubahan pendekatan ini, FKDM akan kesulitan menjangkau kelompok masyarakat yang sebetulnya memiliki potensi besar untuk menjadi pengamat awal dan penjaga harmoni sosial di lingkungannya.
Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi internal terhadap struktur dan strategi operasional FKDM. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial tidak bisa dibangun secara instan atau berdasarkan asumsi top-down. Ia harus ditumbuhkan melalui pendekatan yang partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap realitas sosial yang ada. Perbaikan dalam pembagian tugas, peningkatan kapasitas anggota FKDM, serta pembentukan pola komunikasi yang lebih terbuka dan kontekstual adalah Langkah langkah penting yang harus diambil untuk mengembalikan fungsi FKDM sebagai ujung tombak deteksi dini konflik sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan peran mereka diakui, maka keikutsertaan mereka dalam menjaga stabilitas sosial pun akan tumbuh dengan sendirinya tidak sekadar karena instruksi, tetapi karena kesadaran kolektif yang kuat.
C. [bookmark: _Toc200540709][bookmark: _Toc200574153][bookmark: _Toc202219488]Faktor Sosial 
Jakarta Utara sebagai wilayah perkotaan yang padat dan multikultural dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan status sosial ekonomi yang sangat beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2023, Jakarta Utara memiliki populasi lebih dari 1,7 juta jiwa dengan komposisi etnis yang heterogen, termasuk Betawi, Jawa, Sunda, Tionghoa, dan berbagai kelompok migran dari daerah lain. Keragaman ini memang menjadi potensi kekayaan sosial, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri ketika konflik sosial muncul. Ketegangan antar kelompok sering kali tidak hanya disebabkan oleh masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi di mana menurut data BPS 2023 angka kemiskinan di Jakarta Utara mencapai sekitar 5,8% tetapi juga dipicu oleh sentimen sosial yang bersifat historis dan kultural.
Dalam banyak kasus, konflik yang terlihat bersifat horizontal sebenarnya dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Ketika masyarakat hidup berdampingan namun tidak saling terhubung dalam ikatan sosial yang kuat, maka yang terjadi adalah hidup bersama secara fisik, tetapi terpisah secara emosional dan sosial. Dan juga, diperparah oleh rendahnya tingkat literasi sosial, minimnya ruang interaksi lintas kelompok, serta absennya tokoh tokoh masyarakat yang bisa menjadi jembatan dialog. Di sisi lain, tekanan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar juga turut membentuk iklim sosial yang mudah tersulut konflik. Dalam kondisi sosial yang penuh tekanan, emosi kolektif masyarakat menjadi lebih mudah diprovokasi, baik oleh isu agama, tanah, maupun identitas. Maka tidak mengherankan jika penyelesaian konflik di Jakarta Utara sering kali berlarut-larut karena tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga berhadapan dengan tatanan sosial yang rentan dan tidak stabil.
Tekanan ekonomi yang terus membayangi kehidupan masyarakat turut memperumit pola interaksi sosial. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran membuat sebagian warga terjebak dalam kondisi kehidupan yang penuh ketidakpastian dan kecemasan. Dalam kondisi tersebut, isu-isu yang berbau identitas seperti agama, suku, atau wilayah sering kali dijadikan alat untuk memperkuat posisi tawar atau bahkan sebagai kambing hitam atas masalah yang sebenarnya bersifat struktural. Ketika masalah ekonomi dan sosial dipolitisasi secara tidak sehat, maka konflik yang muncul tidak hanya sulit diselesaikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang luas dan merusak tatanan sosial secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat harus mendorong terciptanya ruang-ruang dialog yang inklusif, di mana seluruh pihak merasa didengar dan dihargai. 
Secara keseluruhan, faktor sosial menjadi fondasi yang sangat menentukan dalam keberhasilan penyelesaian konflik di Jakarta Utara. Konflik yang tampak sebagai persoalan permukaan sesungguhnya merupakan cerminan dari ketidakberesan struktur sosial dan hubungan antarwarga. Oleh karena itu, penyelesaian yang efektif harus menyentuh aspek sosial secara menyeluruh, membangun kembali rasa saling percaya, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk hidup berdampingan secara harmonis. Hanya dengan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan solusi sosial, ekonomi, dan kultural, Jakarta Utara dapat mengubah keragaman yang ada menjadi kekuatan yang memperkuat persatuan, bukan sumber perpecahan.
Wawancara dengan Pak Sonny :
“Masalah yang paling dominan memicu konflik di Jakarta Utara adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Tanjung Priok.”
(Wawancara, kepada Pak. R. Sony Triwibawa, SH, Mpd. 17 April 2025)

Wawancara ini menggaris bawahi bagaimana kesenjangan dalam aspek ekonomi dan sosial bukan sekadar masalah statistik, melainkan menjadi sumber ketegangan yang nyata dan berkelanjutan di masyarakat. Tanjung Priok, sebagai salah satu kecamatan yang menjadi pusat aktivitas pelabuhan dan industri, menarik banyak pendatang yang mencari penghidupan, namun di sisi lain menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, lapangan pekerjaan yang layak, serta pelayanan sosial yang memadai. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian warga, khususnya mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi lemah dan terpinggirkan. Ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi dan harapan akan kehidupan yang lebih baik tidak tercapai, rasa frustrasi dan ketidakpuasan mudah berkembang menjadi konflik sosial. 
Kondisi tersebut menjadi ladang subur bagi munculnya gesekan antar kelompok masyarakat yang berlomba memperebutkan sumber daya yang terbatas, seperti tempat tinggal, pekerjaan, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Ketidakmerataan ini tidak hanya memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin, tetapi juga memperdalam rasa ketidakpercayaan serta ketegangan sosial yang dapat memicu konflik horizontal. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Tanjung Priok bukan hanya soal materi semata, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam kesempatan dan pengakuan sosial. Mereka yang berada di posisi marginal sering kali merasa terabaikan dan kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan, sehingga merasa tidak memiliki tempat yang layak dalam struktur sosial dan ekonomi wilayahnya sendiri. Dalam konteks seperti ini, penyelesaian konflik tidak bisa hanya dilakukan dengan cara cara tradisional, melainkan harus melibatkan perbaikan struktur sosial ekonomi secara menyeluruh, termasuk peningkatan akses ke pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan upaya mengurangi kesenjangan yang ada.
Wawancara dengan warga Jakarta Utara :
“ketimpangan sosial di sini cukup terasa. Banyak dari kami yang tinggal di lingkungan padat dan kurang mendapatkan perhatian terkait kondisi lingkungan dan lapangan kerja”
(Wawancara, Hadi Kusnidi: Warga Jakarta Utara, Tanggal 24 April)

Dalam pernyataannya, warga tersebut menegaskan bahwa ketimpangan sosial bukanlah isu abstrak, melainkan sesuatu yang sehari-hari mereka alami secara langsung, terutama dalam hal kondisi lingkungan yang padat dan minimnya kesempatan kerja. Kondisi pemukiman yang padat dan sering kali kumuh menjadi gambaran nyata ketidakadilan sosial yang terjadi di wilayah ini. Rumah rumah yang saling berdekatan tanpa ruang terbuka yang memadai, fasilitas umum yang terbatas, dan lingkungan yang kurang terawat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan rentan terhadap berbagai masalah sosial.
Kondisi lingkungan yang padat ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga, tetapi juga memperbesar risiko timbulnya konflik sosial. Lingkungan yang penuh sempit dan terbatas sering menimbulkan gesekan antarwarga, baik akibat persaingan sumber daya terbatas maupun ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang dirasakan tidak merata. Di sisi lain, keterbatasan lapangan kerja menjadi masalah serius yang menambah tekanan sosial. Banyak warga mengaku kesulitan mencari pekerjaan yang layak dan berkelanjutan, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Situasi ini menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpastian yang dapat memicu ketegangan antar kelompok masyarakat. Pernyataan warga ini juga menggarisbawahi adanya ketimpangan perhatian dari pihak-pihak berwenang terkait penanganan kondisi lingkungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kurangnya perhatian dan intervensi yang efektif dari pemerintah atau institusi terkait membuat masalah ketimpangan sosial semakin akut dan sulit diatasi. 
Hal ini memperkuat perasaan terpinggirkan dan ketidakadilan yang dialami oleh warga, sehingga rasa solidaritas sosial pun melemah. Ketika warga merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapat dukungan yang memadai, maka potensi konflik pun semakin meningkat karena adanya ruang bagi ketidakpuasan untuk tumbuh dan menjadi konflik terbuka. Pengalaman ini mencerminkan realitas sosial yang lebih luas di Jakarta Utara, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi akar dari berbagai persoalan masyarakat. Untuk itu, penyelesaian konflik sosial harus dimulai dari upaya memperbaiki kondisi lingkungan fisik sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dan pelayanan sosial yang layak. Program-program pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, perbaikan infrastruktur permukiman, serta pengembangan kapasitas masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi akar permasalahan tersebut.
Secara keseluruhan, suara warga ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tanpa penanganan serius terhadap ketimpangan sosial, konflik sosial di Jakarta Utara akan terus berulang dan sulit untuk diselesaikan secara permanen. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari berbagai pihak untuk menghadirkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat kohesi sosial di wilayah ini.
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A. [bookmark: _Toc200540712][bookmark: _Toc200574156][bookmark: _Toc202219491]Kesimpulan

[bookmark: _Toc200540713]Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara Kesbangpol Jakarta Utara dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam menangani konflik sosial telah berjalan, namun masih belum optimal. Kesbangpol Jakarta Utara telah menerapkan kolaborasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam upaya penyelesaian konflik sosial melalui koordinasi rutin, pemantauan wilayah, dan pelibatan masyarakat dalam deteksi dini. Namun, pelaksanaan kolaborasi ini belum optimal karena menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kepercayaan publik, serta minimnya kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses kolaboratif belum mampu berjalan secara efektif dan menyeluruh di lapangan.
Rendahnya tingkat penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara dibandingkan wilayah lain disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, seperti lemahnya dukungan kelembagaan, kurangnya partisipasi aktor non-pemerintah, serta dinamika sosial yang kompleks dan rawan gesekan. Selain itu, kebijakan yang belum terintegrasi secara baik antar instansi turut memperburuk efektivitas penanganan konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas lembaga, serta kebijakan yang lebih konkret dan berorientasi pada keberlanjutan dalam menyelesaikan konflik sosial secara kolaboratif.
B. [bookmark: _Toc200574157][bookmark: _Toc202219492]Rekomendasi dan Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Kesbangpol Jakarta Utara atas dasar Penyelesaian Konflik di Jakarta Utara, hal ini maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan agar nantinya kedepan bisa berguna dan lebih bermanfaat:
1. Kesbangpol Jakarta Utara disarankan untuk memperkuat struktur kolaboratif dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas pelatihan kepada anggota FKDM, dan mempererat komunikasi lintas lembaga melalui sistem koordinasi yang lebih sistematis dan terintegrasi. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem deteksi dini berbasis komunitas serta pengembangan platform digital pelaporan masyarakat agar potensi konflik dapat direspons lebih cepat. Dukungan anggaran dan kebijakan juga perlu ditingkatkan, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, guna menunjang keberlanjutan kolaborasi dalam menangani konflik sosial secara lebih efisien dan partisipatif.
2. Bagi penulis, Penulis masih memiliki keterbatasan dalam memperluas ruang lingkup penelitian karena hanya memfokuskan pada kolaborasi antara Kesbangpol dan FKDM tanpa menggali lebih dalam peran aktor lain yang juga penting dalam penyelesaian konflik sosial. Selain itu, jumlah informan yang terbatas dan minimnya data kuantitatif membuat analisis menjadi kurang komprehensif. Penggunaan teori Collaborative Governance juga belum sepenuhnya dioptimalkan dalam mengupas dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga hasil kajian cenderung deskriptif dan belum sepenuhnya analitis.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan aktor yang terlibat dalam kolaborasi penyelesaian konflik, serta menggunakan metode campuran dengan menambahkan data kuantitatif untuk mendukung temuan kualitatif. Selain itu, pemanfaatan teori sebaiknya dilakukan secara lebih kritis dan mendalam, serta dilengkapi dengan perbandingan terhadap wilayah lain sebagai studi pembanding. Penelitian lapangan yang lebih intensif dan duratif juga akan memperkuat validitas data, serta memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap konteks konflik sosial di tingkat lokal.
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